MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225 /PMK.05/2016
TENTANG
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 | tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Pusat;

b. bahwa dalam rangka penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual yang lebih andal, perlu
mengatur kembali Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual Pada Pemerintah Pusat;
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Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang
selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrual adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi
terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan
pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran,
pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum
Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi BUN.

4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang

membidangi urusan tertentu pemerintahan.
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5. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara
dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan

lainnya.

Pasal 2

(1) Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan
menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.

(2) Penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk BUN
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai pelaksanaan sistem
perbendaharaan dan anggaran negara.

(3) Penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk
Kementerian/Lembaga dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem aplikasi
keuangan tingkat instansi.

(4) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) termasuk Kementerian/Lembaga yang
memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk
melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi
dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Belanja Lain-Lain.

Pasal 3
Sistem Aplikasi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) menghasilkan laporan keuangan berbasis

akrual.

Pasal 4
(1) Dalam hal Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) belum dapat dilaksanakan, laporan

keuangan berbasis akrual disusun menggunakan
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Sistem Aplikasi Akuntansi Insténsi Berbasis Akrual
(SAIBA) dan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan
laporan keuangan berbasis web (e-Rekon&LK).

(2) Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
menggunakan SAIBA dan Aplikasi e-Rekon&LK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
Modul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Laporan keuangan yang disusun menggunakan SAIBA dan
aplikasi e-Rekon&LK sebelum Peraturan Menteri ini mulai
beflaku, diakui sebagai laporan keuangan yang disusun

berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri  Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Pusat, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2159

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

~____u.b.
_Kﬁﬁ’a@%\gian T.U. Kementerian

r/:/ .
/5y

"\ ARIE BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 225/PMK.05/2016
TENTANG
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT

MODUL
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan basis akrual dalam
penyajian laporan keuangan mulai tahun 2015. Laporan keuangan dengan
basis akrual dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih
baik dibandingkan dengan basis kas menuju akrual. Informasi ini dapat
bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, maupun para pengguna laporan
keuangan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu

pengungkapan paripurna atau full disclosure.

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di
Pemerintah  Pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi
terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
Pengembangan aplikasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan proses
pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya sesuai dengan siklus

anggaran.

Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, pemerintah telah
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Pemerintah
dalam hal ini Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Sistem
Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dalam hal
sistem aplikasi terintegrasi tersebut belum bisa digunakan. Sistem ini
diterapkan secara paralel dengan mengimplementasikan sistem aplikasi

keuangan terintegrasi sesuai dengan penahapannya.

Implementasi SAP berbasis akrual yang dimulai sejak tahun 2015, masih
memerlukan penyempurnaan terkait peraturan dan sistem aplikasi. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka Menteri Keuangan menetapkan beberapa peraturan
baru sebagai bentuk penyempurnaan atas regulasi terkait penerapan SAP
Berbasis Akrual. Aplikasi SAIBA yang digunakan satuan kerja dalam

penyusunan laporan keuangan juga terus mengalami perkembangan. Update
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aplikasi terus dilakukan untuk menyempurnakan Aplikasi SAIBA agar dapat

menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan informatif.

B. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan untuk mendukung modul ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2016 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan modul ini antara lain adalah:

1. menjadi pedoman para penyusun laporan keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual,

2. menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan
penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan kualitas Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

D. Ruang Lingkup

Modul ini merupakan gambaran umum bisnis proses pencatatan
transaksi akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga. Modul ini disusun

sebagai pedoman bagi:

1. Entitas akuntansi/pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga dalam

menyelenggarakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, tidak termasuk

satuan kerja Badan Layanan Umum; dan

2. Entitas akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat
penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi dan/atau Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara Belanja Lain-Lain.

Modul ini mencakup gambaran bisnis proses akuntansi berbasis akrual
dengan menggunakan Aplikasi SAIBA. Modul ini mencakup:
1. Siklus Akuntansi Pemerintahan,
Proses Akuntansi dan Aplikasi,
Transaksi Terkait Aset,

Penyesuaian dan Koreksi,

oA e N

Penyusunan Laporan Keuangan
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BAB II
SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. Pengertian

Dalam Oxford Dictionary of Accounting, siklus akuntansi atau accounting
cycle didefinisikan: the sequence of steps in accounting for a financial
transaction entered into by organization. Skousen, Stice, dan Stice
mendefinisikan akuntansi sebagai berikut, “accounting process: the procedures
used for analyzing, recording, classifying, and summarizing the information to be
presented in accounting reports; also referred as the accounting cycle (Proses
akuntansi atau siklus akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk

menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan informasi

untuk disajikan dalam laporan akuntansi).

Siklus akuntansi pemerintahan tidak jauh berbeda dengan siklus
akuntansi pada perusahaan. Siklus akuntansi pada pemerintahan dimulai dari
pencatatan dokumen anggaran, dokumen saldo awal, dokumen penerimaan,
dokumen pengeluaran, dan dokumen lain. Kemudian dilakukan proses posting
ke dalam buku besar dan penyusunan laporan keuangan setelah dilakukan
penyesuaian yang diperlukan. Terdapat perbedaan antara akuntansi
pemerintahan dan akuntansi pada perusahaan, antara lain akuntansi
pemerintahan tidak menyajikan Laporan Laba Rugi dan Laporan Laba Ditahan.
Laporan yang mirip dengan Laporan Laba Rugi pada akuntansi pemerintahan
disebut dengan Laporan Operasional. Pada akuntansi pemerintahan juga

disusun Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Aplikasi SAIBA dikembangkan dari Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (SAKPA) berbasis Kas menuju Akrual. Proses bisnis
aplikasi dimulai dari perekaman dokumen baik secara manual maupun secara
elektronik dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut

dilakukan posting ke buku besar dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
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Proses Bisnis SAIBA

Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan
Akuntansi

—

< Sistem Akuntansi >

J
“LRA
Proses Akuntansi -Lo
Dokumen Sumber *Analisis Transaksi -Neraca
A <Jurnal/Entries *LPE
Transaksi spGeting T
*CALK

-Relevan
-Andat
“Dapat Dibandingksn
-Dapat dipshami

Input Process OCutput
Saldo Awal Transaksi Tran.sakSI
Anggaran Berjalan
Transaksi Transaksi
Akrual Lainnya

Gambar 2.1 Proses Akuntansi pada Entitas Akuntansi

Pengembangan Aplikasi SAIBA berpedoman pada SAP, Kebijakan
Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar. Gambar 2.1
menunjukkan bahwa pengaturan pada standar akuntansi diikuti dengan
penetapan kebijakan akuntansi dan prosesnya disesuaikan dengan Sistem
Akuntansi pada Pemerintah Pusat. Dalam rangka keseragaman pencatatan
seluruh transaksi keuangan pemerintah maka digunakan Bagan Akun Standar

(BAS).

B. Dokumen Sumber

Dokumen sumber akuntansi merupakan data masukan dalam proses
akuntansi. Dokumen sumber ini terdiri dari dokumen internal maupun
dokumen eksternal. Dokumen internal merupakan dokumen yang dibuat
sendiri oleh entitas akuntansi (satuan kerja). Sedangkan dokumen eksternal
merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak di luar entitas yang

bersangkutan.
Dokumen yang diproses dalam Aplikasi SAIBA meliputi:
1. Dokumen saldo awal neraca, berupalLK Audited tahun sebelumnya.

2. Dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),

Revisi DIPA, dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

3. Dokumen transaksi tahun berjalan antara lain berupa Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), Bukti Penerimaan Negara (BPN), atau dokumen lain

yang dipersamakan.

4. Dokumen pengesahan antara lain Surat Permintaan Pengesahan Hibah

Langsung (SP2HL)/Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL), Surat
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Permintaan Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
(SP4HL)/Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
(SP3HL), Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang dan Jasa (MPHL-BJS),
dan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3).

5. Dokumen transaksi akrual yang dituangkan dalam memo Penyesuaian.

6. Dokumen transaksi lainnya antara lain berupa Berita Acara Serah Terima

(BAST) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

C. Jurnal dan Buku Besar

Transaksi keuangan yang dibuktikan dengan dokumen sumber
kemudian dicatat ke dalam akun dalam bentuk jurnal. Selanjutnya, jurnal
tersebut dipindahbukukan ke dalam buku besar. Proses pemindahan jurnal ke
dalam buku besar disebut dengan posting, yaitu proses memindahkan jumlah
yang terdapat dalam jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-
masing. Sebelum laporan keuangan disusun, perlu dilakukan penyesuaian
akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya. Proses dan laporan keuangan

Sistem Akuntansi Instansi tersebut disajikan secara ringkas pada Gambar 2.2

berikut ini:

1 Jurnal Buku Besar Penyesuaian
Formulir Akrual Akrual Neraca Laporan |

Dokumen Percobaan Keuangan
Buku 1
Jurnal Kas -
Besar Kas I

Sumber

Gambar 2.2 Proses dan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi
1. Jurnal Kas dan Buku Besar Kas

Sesuai dengan PSAP 02, Laporan Realisasi Anggaran disusun
menggunakan basis kas. Maka dalam rangka menghasilkan LRA, dokumen

sumber atas transaksi kas diproses dengan jurnal kas dan posting ke buku

besar kas.
Buku besar kas menampung data yang akan disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), yaitu:
. Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan;

a
b. Allotment Belanja termasuk Revisi DIPA;

Realisasi Pendapatan-LRA;

2

Realisasi Pengembalian Pendapatan-LRA,;

8.

e. Realisasi Belanja,

www.jdih.kemenkeu.go.idc%
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f. Realisasi Pengembalian Belanja.

Dengan demikian buku besar kas pada satuan kerja hanya digunakan

untuk menyusun LRA. Selanjutnya seluruh akun-akun LRA akan ditutup pada

akhir tahun.
2. Jurnal Akrual dan Buku Besar Akrual

Dalam rangka menghasilkan Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca, dokumen sumber diproses dengan
jurnal akrual dan diposting ke dalam buku besar akrual. Buku besar akrual
akan memuat akun nominal dan akun riil. Akun nominal disajikan pada LO

dan LPE, sedangkan akun riil disajikan pada neraca.

Buku besar akrual mencakup transaksi kas dan transaksi non kas.
Termasuk dalam transaksi kas adalah transaksi yang berkaitan dengan kas di
bendahara penerimaan dan kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan yang
termasuk dalam transaksi non kas misalnya penyusutan, amortisasi,

penyisihan piutang tak tertagih, dan transaksi akrual lainnya.

Sebelum laporan keuangan disusun, perlu dilakukan penyesuaian pada
akhir periode terhadap transaksi pendapatan akrual dan beban akrual,
sehingga prinsip periodisitas dapat terpenuhi untuk penyajian pos-pos dalam

laporan keuangan.

D. Neraca Percobaan

Neraca percobaan atau disebut juga neraca saldo yang merupakan
kumpulan dari saldo setiap akun yang ada dalam buku besar. Neraca
percobaan berisi nama akun dan nilainya. Nilai yang disajikan adalah saldo
debet yang ditampilkan di sisi (kolom) debet dan saldo kredit yang ditampilkan
di sisi kredit. Laporan keuangan dihasilkan berdasarkan akun-akun yang

disajikan dalam neraca percobaan.

E. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun Kementerian/Lembaga atau satuan

kerja terdiri atas:

(1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

(2) Neraca,

(3) Laporan Operasional (LO),

(4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
(5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

www.jdih.kemenkeu.go.id
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BAB III
PROSES AKUNTANSI DAN APLIKASI

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Pusat telah menggunakan
aplikasi akuntansi yang telah memenuhi basis akuntansi yang digunakan saat
itu, yaitu basis akuntansi kas menuju akrual. SAP kemudian dijabarkan lebih
lanjut dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 59/PMK.05/2005 yang kemudian
disempurnakan dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007.

Aplikasi yang dibangun dan dipelihara selama ini telah mampu
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. Hal ini
terbukti dengan hasil opini audit BPK yang menunjukkan perkembangan
positif dari tahun ke tahun. Aplikasi yang digunakan berupa aplikasi SAI yang
terdiri dari SAK dan SIMAK-BMN termasuk Aplikasi Persediaan. Aplikasi-

aplikasi tersebut mampu menghasilkan laporan finansial maupun laporan

manajerial.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual, telah dikembangkan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat Berbasis Akrual, dan Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Bagan Akun Standar.

Penerapan akuntansi berbasis akrual pertama kali diwujudkan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2015 yang
berbasis akrual. Pengembangan sistem dan aplikasi dalam rangka penerapan
akuntansi berbasis akrual disesuaikan dengan amanat SAP dan peraturan
terkait yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian terdapat beberapa
hal yang diatur lebih lanjut agar dapat lebih mudah dilaksanakan oleh satuan
kerja dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif.
Aplikasi dikembangkan untuk memproses transaksi-transaksi, antara lain:

pencatatan saldo awal, pencatatan transaksi, dan penyesuaian.

www.jdih.kemenkeu.go.iii/(
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A. Saldo Awal

Sesuai dengan PSAP 01 tentang Penyusunan Laporan Keuangan, neraca
pada basis akrual menganut konsep ekuitas tunggal. Berbeda dengan basis
kas menuju akrual yang menggunakan beberapa jenis ekuitas sebagai
kqnsekuensi dari konsep berpasangan, yang artinya setiap akun aset akan
memiliki akun pasangan pada kewajiban atau ekuitas. Oleh karena itu, untuk
penerapan pertama kali, perlu dilakukan migrasi pada awal pertama kali SAP
berbasis akrual yang menerapkan penyatuan struktur ekuitas pada basis CTA
menjadi ekuitas tunggal. Proses migrasi saldo awal 2015 dari Aplikasi SAKPA

ke SAIBA dilakukan melalui menu pengambilan saldo awal pada Aplikasi

SAIBA

Nilai aset dan kewajiban yang dihasilkan pada sistem CTA dan akrual
akan menyajikan nilai yang sama, kecuali untuk akun Pendapatan yang
Ditangguhkan (akun 2196XX) yang secara otomatis direklasifikasi menjadi
ekuitas. Pos Ekuitas pada Neraca tahun 2015 akan disajikan menjadi satu
akun yaitu akun Ekuitas dan nilainya akan sama dengan nilai pada pos
Ekuitas berdasarkan Aplikasi SAKPA ditambah dengan reklasifikasi akun

Kewajiban yang menjadi Ekuitas.

Jurnal migrasi saldo awal dilakukan dengan menempatkan saldo aset,

kewajiban, dan ekuitas basis akrual sesuai dengan posisinya, yaitu sebagai

berikut:
Tanggal Keterangan Debet | Kredit

Jan. 1 Aset Lancar X
Aszet Tetap X
Aset Lainnya X
Penyisihan Piutang Tak Tertagih X
Akumulasi Penyusutan Aset X
Kewsjiban X
Ekuitas X

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Setelah dilakukan migrasi akan menghasilkan neraca awal berbasis akrual
sebagai berikut:

KEMENTERIAN XXX
CIREKTORAT JENDERAL XXX
NERACA
PER 1 Januari 2015

ASET
Aset Lancar
EKas di Bendahara Pengelnaran ‘ 1,000,000
‘Kas di Bendahara Penerimaan 100,000,000
‘Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaray 2,000,000
‘Piutang PNBP 600,000
‘Penyisihan Piutang Tak Tertagih {60,000}
Persediaan 70,000,000
‘Jumlah Aset Lancar 173,540,000
Aset Tetap
Tanah 1,000,000,000
Peralatan dan Mesin 2,000,000,000
%GBd\mg dan Bangunan 5,000,000,000
‘Akumulasi Penyusutan (2,500,000,000)
?Jumlah Aset Tetap 5,500,000,000
Aset Lainnya
;Aset Lain-lain -
‘Jumlah Aset Laitninya -
JUMLAH ASET 5,673,540,000
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
{Uang Muka dari KPPN 1,000,000
{Utang Kepada Pihak Ketiga 2,000,000
‘Jumlah Kewajiban 3,000,000
EKUITAS
iEluitas 5,670,540,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 5,673,540,000

Mulai Tahun 2016, satuan kerja tidak perlu melakukan migrasi saldo
awal karena sudah menggunakan basis akuntansi yang sama. Secara
keseluruhan, saldo akhir tahun 2015 (audited) akan menjadi saldo awal tahun
2016. Saldo laporan keuangan tahun 2015 (audited) akan menjadi pembanding

untuk laporan keuangan tahun 2016. Demikian pula untuk tahun-tahun

selanjutnya.
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Pada Neraca per 31 Desember 2014 terdapat akun-akun sebagai berikut:
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KEMENTERIAN XXX
DIREKTORAT JENDERAL XXX

.Jumlahk Aset I..s_nzcar .
ASET TETAP

Aset La:l.n-lam

Ju_rnlah Aset Lainnya
_JUML.A.H ASET SRy
KEWAJIBAN )
Kevwmjiban Janglca. Pendek s

F’endapatan yang Ditangguhlcan

Jumlah Kewajibax
EKUITAS
_E‘}cmtas Dan »
i C:ada.ngnn Piutang

J\m'x]ah .‘E’.L:mtas Da.rxa. Lanmx

Eicmtar Dana Inrvestasi
1 dalam Aset Tetap

Jumlah Elcuitas
JUMLAN KEWAJIBAN DAN EKUITAS

NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 dan 2013
2014 2013
ASET PP, [ - - o et B B R A 00 o 8 e i
Aset Larxcar

Kax i seadaham Pengeluar: ...AiLo0000( O
100,000,000 | G
(o]

| =2,000,000,000 |
| s.,000,000,000 |
| t=,500,000,000 | '
i 5 Soo GDD Doo .,.\_..’.‘...n. dnn e Bt s P 12 e i

Utang kepada Pihalc Ketiga |

.. 1000000 | o
100,000,000 _ o
OO QOO i
103,000,000 o
T I ———-
70,000,000 O |
70,540,000 o

| s.,500,000,000 | 5,500,000,000

Jumlsh Ekultas Darna Investasi =~ | &

(60,000}
173,540,000

1,000,000,000

5,673,540,000

5,500,000,000 |..2:.290,090,000.
5,500,000,000

5,570,540,000 | !
5,500,000, 000

5,673,540,000

Atas dasar neraca berbasis Kas Menuju Akrual di atas maka dalam Aplikasi

SAIBA akan dilakukan migrasi dengan jurnal sebagai
berikut:
Jrusaal D Cr Juraal Alcouaal D o
=

Has di Bendahara Pengeluscosn 1.000.000
Ka=z di Bendahara Penerimmaarn 100.000.000C
Kas Tainays i Bendahara 2.000.000
Pengealuuaran
Persediaan 7TO.000.000
Piutang PNBP 600000
Tanmlx 1.000.000.000
Peradatan dasn Me=in 2.000.000.000
Gedung dan Bangunan S.O000.000. 000
Penyisihan Piutang Talc Tartesgiks 50.000
Adcuarmulami Penyuasutasn 2.500.000.000
Uang Muilca dari KPPV 1.000.000
TUtang Kepada Pihals Ketigs 2.000.000
Elcuitas S5.670.540.000
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Pada Neraca per 31 Desember 2015 terdapat akun-akun sebagai berikut:

DIREKTORAT JENDERAL XXX

NERACA

PER 31 Desember 2015

‘Pers edls.an

Aset Tetap
‘Peralatan dan Mesin

JU MLAH ASET

; Penyxs 1}181’}. qutang Tak Te rtag:th»

”fJumlah Asﬂt Lancar .

m].ah Aset Lmnrwa

~ 85.000.000
|2.000.000
1.200.000
(120 ooo;
103, 000.000
. 1091.080.000

 1.000.000.000
3 '500.000.000
5.000.000.000
__ (2 600.000.000)
i OO DO

7. 091 080 OOO

KEWAJIBAN

ku1tas

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS |

Jumlah Kewajiban __.____fffﬁfffffffﬁ_______j_____f__._,___,A__.j.A B -
EKUITAS TP P DD R P ST PR I ————

87,000,000
87,000,000

7,004,080,000
7,091,080,000

Pada tanggal 1 Januari 2016, Aplikasi SAIBA akan membentuk saldo awal

tahun 2016 dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal D Cr Jurnal Alcrual Dr Cr
=

Kas di Bendahara Penerimsaan 8S.000.000

Kas Lainnya i Bendahara 2.000.000

FPengeluaras:

Piutang PNBP 1.200.000

Persediaan 103.000.000

Tanah 1.000.000.000

Peralatan dan Mesin 3.500.000.000

Gedung dan Bangunan S5.000.000.000

Penyisihan Piutang Talk Tertagih 120.000
Alumiudasi Penjusutss. 2.600.000.000
Utang Kepada Pihal Ketiga 87.000.000
Elkuitas 7.004.080.000
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Sehingga Aplikasi SAIBA secara otomatis akan menghasilkan neraca berbasis

akrual sebagai berikut:

KEMENTERIAN XXX
DIREKTORAT JENDERAL XXX
NERACA
PER 1 Januari 2016

Aset Lancar _ |
asdl Bend.ahara PenenJ:aaan 8::~ 000 OOO

as Lamnya di Bendahara Pengelua:aﬂ o2 000 000

iutang PNBP o 1.200.000
‘ _enyisi.han P;utangTak:Tertaglh (12 0. 000}

liumiah Aset Lancar ' 191.080.000

Aset Tetap o : ,
{Tanah _ | 1,000,000,000

Peralatan dan Mesin |  3,500,000,000
5,000,000,000
.{2,600,000,000)

6,900,000,000

KEW&{I?{"F?‘? ........................ .
Kewa31ban Jangka Iser;ae.kl
e W — T
;Jumlah Kewajiban ' 87,000,000
EKUITAS " vl 87,000,000
e ——————————— ey
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7,091,080,000

B. Transaksi DIPA Dan Revisi DIPA

Salah satu ciri dari kemandirian entitas adalah unit tersebut memiliki
dokumen anggaran sendiri. Dokumen anggaran pada satuan kerja adalah
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA/Petikan DIPA) dan Revisi DIPA.

Petikan DIPA merupakan dokumen anggaran yang dimiliki oleh satuan
kerja sebagai otorisasi kredit anggaran dan/atau target penerimaan. Sebelum
tahun anggaran dimulai biasanya DIPA sudah ditetapkan dan diterima satuan
kerja, dan mulai berlaku efektif sejak tahun anggaran dimulai dan berlaku
selama satu tahun anggaran. Dalam rangka budgetary reporting (pelaporan
anggaran) maka atas DIPA tersebut harus dilakukan pencatatan sebagai alat
pengawasan realisasi anggaran.

Meskipun diterbitkan sebelum awal tahun anggaran, DIPA tetap dicatat
sebagai transaksi awal tahun anggaran. Pencatatan DIPA dapat dilakukan
melalui menu copy DIPA dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS). Jurnal

yang terbentuk pada Buku Besar Kas saat pencatatan DIPA adalah sebagai

berikut:
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Tanggal Keterangan Debet Kredit
Jan. 1 | Piutang dari KUN X
Allotment Belanja xxx X

Untuk mencatat anggaran belanja pada
DIPA

Jan 1 | Estimasi Pendapatan XXX yang X
Dialokasikan '
Utang Kepada KUN X

Untuk mencatat anggaran pendapatan
pada DIPA

Bila satuan kerja melakukan revisi DIPA, maka satuan kerja melakukan

pencatatan revisi DIPA yang dapat dilakukan melalui menu copy Revisi DIPA

dari Aplikasi SAS.

C. Transaksi Periode Berjalan

Dokumen sumber atas transaksi periode berjalan akan diproses ke
dalam jurnal, kas dan/atau jurnal akrual. Transaksi periode berjalan berupa
penerimaan dan pengeluaran, selain diproses menjadi jurnal kas juga akan
diproses menjadi jurnal akrual dengan cara membuat jurnal korolari atas
transaksi tertentu (pendapatan dan belanja). Jurnal kas dan jurnal akrual
tersebut harus di-posting untuk membentuk buku besar kas dan buku besar
akrual.

Transaksi periode berjalan antara lain transaksi pendapatan, transaksi
belanja, transaksi uang persediaan, transaksi pengembalian pendapatan,
transaksi pengembalian belanja, transaksi pengesahan hibah langsung, dan
transaksi pengesahan pengembalian hibah langsung.

Dalam hal terdapat transaksi periode berjalan yang menggunakan valuta
asing, maka pencatatan transaksi dimaksud harus dalam uang rupiah. Tata
cara pencatatan transaksi dalam valuta asing berpedoman pada peraturan
mengenai kebijakan akuntansi dan tata cara pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dalam valuta asing.

1. Transaksi Pendapatan

Transaksi pendapatan terjadi dengan adanya Bukti Penerimaan Negara
(BPN) atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan BPN atau dokumen
lain yang dipersamakan tersebut, satuan kerja melakukan perekaman
pendapatan pada Aplikasi SAIBA. Setelah proses posting dilakukan maka akan

terbentuk jurnal sebagai berikut:
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Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Utang kepada KUN X Diterima dari Entitas X
Lain
Pendapatan Pajak X | Pendapatan Pajak X
Pendapatan PNBP X | Pendapatan PNBP X

Berdasarkan subjek yang melakukan penyetoran, pendapatan dapat

dibedakan menjadi:

(@) pendapatan yang disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara
Penerimaan, (b) pendapatan yang disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara
Pengeluaran, (c) pendapatan yang disetorkan ke Kas Negara oleh Wajib Bayar,
dan (d) pendapatan yang berasal dari potongan SPM.

Contoh 1:
Pada tanggal 20 September

pembayaran sertifikasi benih sebesar Rp5.000.000. Atas penerimaan tersebut

2016, Bendahara Penerimaan menerima

Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke kas negara tanggal 20
September 2016. Selanjutnya, petugas/bagian akuntansi (SAI) melakukan
pencatatan pendapatan pada Aplikasi SAIBA dengan menggunakan dokumen

sumber BPN dari setoran tersebut, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Utang 5 juta Diterima dari 5 juta
kepada KUN entitas lain
Pendapatan 5 juta Pendapatan 5 juta
PINBP PNBP
Contoh 2 :

Pada bulan Januari 2016, seorang PNS melakukan pengembalian atas
kelebihan pembayaran honor bulan Oktober 2015 sebesar Rp900.000 kepada
Bendahara Pengeluaran. Atas kas yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran
melakukan penyetoran ke kas negara menggunakan BPN. Penyetoran ke kas
negara tersebut merupakan pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran

yang lalu (TAYL). Satuan kerja kemudian melakukan pencatatan atas BPN

tersebut, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Utang 900.000 Diterima dari | 900.000
kepada KUN entitas lain
Penerimaan 900.000 | Penerimaan 900.000 |
Kembali Kembali
Belanja Belanja
Barang TAYL Barang TAYL

WWW.jdih.kemenkeu.go.iéi/L




- 24 -

Contoh 3:

Pihak ketiga sebagai penyewa gedung pertemuan melakukan penyetoran
dengan BPN untuk sewa gedung pertemuan sebesar Rp2.000.000 kemudian
menyampaikan BPN kepada satuan kerja. Berdasarkan BPN yang diterima dari

pihak ketiga tersebut, satuan kerja melakukan pencatatan sehingga terbentuk

jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Utang 2 juta Diterima dari 2 juta
kepada KUN entitas lain
Pendapatan 2 juta | Pendapatan 2 juta
PNBP PNBP lainnya
lainnya
Co
ntoh 4:

Satuan kerja ABC mengajukan SPM Gaji bulan Agustus 2016 ke KPPN. Dalam
SPM tersebut terdapat potongan SPM/SP2D sebesar Rp425.000 untuk
pembayaran sewa rumah dinas yang dipotong dari gaji masing-masing pegawai
yang menempati rumah dinas. Atas pendapatan sewa rumah dinas tersebut,
satuan kerja melakukan pencatatan berdasarkan nilai yang tercantum pada

SPM, sehingga akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Utang 425.000 Diterima dari | 425.000
kepada KUN entitas lain
Pendapatan 425.000 | Pendapatan 425.000
PNBP PNBP Lainnya
Lainnya
Atas penerimaan yang masih berada di Bendahara

Penerimaan/Bendahara Pengeluaran pada akhir periode pelaporan dibuat

jurnal penyesuaian yang akan dijelaskan dalam Bab Penyesuaian dan Koreksi.

2. Transaksi Beban/Belanja

a. Transaksi Beban/Belanja Operasional yang Tidak Menghasilkan

Persediaan

Dokumen sumber transaksi Beban/Belanja Operasional yang tidak
menghasilkan Persediaan adalah SPM/SP2D. Terhadap SPM/SP2D tersebut
satuan kerja melakukan perekaman transaksi belanja. Kemudian setelah
dilakukan validasi dan proses posting maka akan terbentuk jurnal sebagai

berikut:
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Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Belanja Pegawai X Beban Pegawai X
Belanja Barang X Beban xxx X
Belanja Bantuan X Beban Bantuan X
Sosial Sosial
Belanja Subsidi 5.4 Beban Subsidi X
Belanja Lain-lain X Beban Lain-lain X
Piutang kepada KUN X | Ditagihkan ke X

entitas Lain

Contoh 1:
Dibayar belanja pegawai sebesar Rp750.000 dengan menerbitkan SPM dan
SP2D. Berdasarkan SPM/SP2D satuan kerja memproses dokumen tersebut

sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnat Kas Dr Cr Jurnal Dr Cr
Akrual
Belanja 750.000 Beban 750.000
Pegawali Pegawali
Piutang dari 750.000 | Ditagihkan ke 750.000
KUN entitas lain
Contoh 2:

Dibayar belanja langganan daya dan jasa listrik sebesar Rp100.000 dengan
menerbitkan SPM dan SP2D. Berdasarkan SPM/SP2D maka satuan kerja

memproses dokumen tersebut sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Dr Cr
Akrual
Belanja 100.000 Beban 100.000
Barang barang dan
jasa
Piutang dari 100.000 | Ditagihkan kd 100.000
KUN entitas lain
Contoh 3:

Dibayar belanja pemeliharaan kendaraan operasional sebesar Rp200.000
dengan menerbitkan SPM dan oleh KPPN diterbitkan SP2D. Berdasarkan
SPM/SP2D maka satuan kerja memproses dokumen tersebut, sehingga

terbentuk jurnal sebagai berikut:
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Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Belanja 200.000 Beban 200.000
Barang pemeliharaan
Piutangdari 200.000 | Ditagihkan ke 200.000
KUN entitas Lain

Pada contoh 2 dan contoh 3 pembayaran belanja barang pada jurnal akrual
menggunakan akun beban barang dan jasa dan beban pemeliharaan, hal ini
karena LO menyajikan klasifikasi yang berbeda dengan LRA. Jadi akun belanja
operasional yang tidak menghasilkan persediaan tersebut pada saat
diterbitkan SPM/SP2D akan diakui sebagai Belanja pada Buku Besar Kas dan
Beban pada Buku Besar Akrual.

b. Transaksi Belanja Operasional yang Menghasilkan Barang Persediaan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, persediaan dicatat menggunakan
metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi
transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan maupun pemakaian), dan
mengikuti pendekatan aset yaitu pada saat pembelian persediaan dicatat
sebagai aset (persediaan) dan pada saat digunakan dicatat sebagai beban
persediaan atau beban barang sesuai peruntukannya antara lain beban
pemeliharaan, beban bantuan sosial, beban barang yang diserahkan ke
masyarakat.

Berdasarkan kodifikasi segmen akun pada Bagan Akun Standar (BAS),
terdapat pemisahan akun belanja yang menghasilkan persediaan dan yang
tidak menghasilkan persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai
barang persediaan apabila pengadaan barang tersebut direncanakan untuk
digunakan secara kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali
kegiatan saja. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
mengenai kodifikasi segmen akun pada BAS, klasifikasi akun belanja yang
menghasilkan persediaan adalah sebagai berikut.

1) Belanja Persediaan Bahan untuk Operasional

2) Belanja Persediaan Bahan untuk Proses Produksi

3) Belanja Persediaan Bahan Lainnya

4) Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan

5) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

6) Belanja Persediaan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau
Mantan Wakil Presiden

7) Belanja Persediaan dalam rangka bantuan sosial
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Transaksi belanja operasional yang menghasilkan barang persediaan terjadi
pada saat pengadaan barang persediaan dan diikuti dengan penerbitan SPM
dan SP2D. Pengadaan barang persediaan dapat menggunakan mekanisme LS
atau UP. Pencatatan transaksi belanja barang persediaan dengan
menggunakan UP dilakukan pada saat SPM/SP2D GUP. Terhadap dokumen
sumber tersebut baik SPM/SP2D LS maupun SPM/SP2D GUP satuan kerja

melakukan perekaman dan posting, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Belanja X Persediaan yang X
Barang/Bansos belum diregister
Piutangdari X Ditagihkan ke X
KUN entitas Lain

Contoh:

Satuan kerja ABC membeli barang persediaan berupa kertas A4 sebanyak 100
rim seharga Rp4.000.000. Barang sudah diterima dan telah diterbitkan SPM
dan SP2D sejumlah tersebut. Berdasarkan SPM/SP2D tersebut, maka Satuan

kerja memproses dokumen tersebut dan akan terbentuk jurnal sebagai

berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Belanja Barang | 4 juta Persediaan yang 4 juta
Persediaan belum diregister
Piutang dari 4 juta | Ditagihkan ke 4 juta
KUN entitas Lain

Petugas persediaan merekam pembelian persediaan pada Aplikasi Persediaan
dan ditransfer ke Aplikasi SIMAK BMN, maka akan dihasilkan data pembelian
persediaan. ADK dari Aplikasi SIMAK BMN yang dikirim ke Aplikasi SAIBA

berupa jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Barang Konsumsi 4 juta
Persediaan yang 4 juta |
belum diregister

c. Transaksi Belanja Modal
Transaksi Belanja Modal terjadi dengan adanya pengadaan Aset Non Lancar

dan diikuti dengan penerbitan SPM dan SP2D. Terhadap dokumen sumber

WWW.jdih.kemenkeu.go.idTI/‘/Z



-28 -

tersebut satuan kerja melakukan perekaman dan posting, sehingga terbentuk

jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Belanja Modal Tanah X Aset tetap/ aset X
Belanja Modal Peralatan X lainnyayang
dan Mesin belum diregister
Belanja Modal Gedung dan X
Bangunan
Belanja Jalan Irigasi dan X
Jaringan
Belanja Modal Lainnya X
Piutang dari KUN X | Ditagihkan ke X
entitas Lain

Contoh:

Satuan kerja membeli peralatan dan mesin berupa printer sebanyak 1 unit
seharga Rp6.000.000. Barang sudah diterima dan telah diterbitkan SPM dan
SP2D sejumlah tersebut. Berdasarkan SPM/SP2D tersebut, maka satuan kerja

merekam dokumen tersebut sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Belanja Modal 6 juta Peralatan dan 6 juta
Peralatan dan Mesin belum
Mesin diregister
Piutangdari 6 juta | Ditagihkan ke 6 juta
KUN entitas lain

Setelah dilakukan perekaman pembelian Peralatan dan Mesin melalui Aplikasi

SIMAK BMN dan dikirimkan datanya ke Aplikasi SAIBA maka terbentuk jurnal

sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Peralatan dan Mesin 6 juta
Peralatan dan Mesin 6 juta
belum diregister
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3.Transaksi Uang Persediaan
a. Transaksi Penyediaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
(UP/TUP)
Transaksi UP/TUP terjadi dengan adanya permintaan UP/TUP kepada
KPPN melalui SPM, dan diterbitkan SP2D oleh KPPN. Pada saat terbit SP2D,

setelah dilakukan perekaman SP2D akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Kas di Bendahara X
Pengeluaran
Uang Muka dari X
KPPN

Contoh:
Satuan kerja mengajukan SPM Penyediaan Uang Persediaan sebesar
Rp40.000.000 dan diterbitkan SP2D pada hari yang sama. Berdasarkan

SPM/SP2D tersebut, satuan kerja merekam dokumen tersebut dan akan

terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Kas di Bendahara | 40 juta
Pengeluaran
Uang Muka dari 40 juta
KPPN

b. Transaksi Penggantian Uang Persediaan (GU)
Transaksi penggantian wuang persediaan (GU) hanya mencatat
pengeluarannya saja, tidak mencatat mutasi uang persediaan yang ada.

Sehingga akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Belanja Barang X Beban XXX/ X
Persediaan yang belum X
diregister
Belanja Modal X Aset Tetap/Aset lainnya | X

yvang Belum Diregister

Piutang kepada KUN X Ditagihkan ke entitas X
Lain
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Contoh:

Satuan kerja mengajukan penggantian UP atas belanja barang langganan daya
dan jasa sebesar Rp3.000.000 dengan menerbitkan SPM GU dan diterbitkan
SP2D oleh KPPN. Berdasarkan SPM/SP2D tersebut, maka satuan kerja

memproses dokumen tersebut dan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Belanja 3 juta Beban Barang 3 juta

Barang dan jasa

Piutang dari 3 juta | Ditagihkanke 3 juta
KUN entitas Lain

c. Transaksi Pengembalian Uang Persediaan

Transaksi Pengembalian Uang Persediaan terjadi apabila satuan kerja
mengajukan SPM GU Nihil dan Pertanggung Jawaban Tambahan Uang
Persediaan (PTUP) atau menyetor kembali sisa UP/TUP ke Kas Negara. Atas
transaksi ini akan mengurangi jumlah kas yang ada di Bendahara
Pengeluaran.

Contoh 1:

Satuan kerja mengajukan penggantian belanja pemeliharaan kendaraan
operasional sebesar Rp350.000 dengan menerbitkan SPM GU Nihil dan KPPN
menerbitkan SP2D GU Nihil. Berdasarkan SPM/SP2D Nihil maka Satuan kerja

memproses dokumen tersebut dan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Belanja 350.000 Beban 350.000
Barang Pemeliharaan
Piutang dari 350.000 | Ditagihkan ke 350.000
KUN entitas Lain
Uang Muka dari| 350.000
KPPN
Kas di 350.000
Bendahara
Pengeluaran

Apabila pengembalian uang persediaan dilakukan dengan penyetoran ke kas

negara, akan dijurnal dengan mengurangi akun kas di Bendahara Pengeluaran

dan uang muka dari KPPN saja.
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Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr

Uang Muka dari X
KPPN

Kas di X
Bendahara
Pengeluaran

Contoh:

Satuan kerja melakukan penyetoran sisa uang persediaan dengan BPN

sebesar RpS50.000. Atas perekaman transaksi tersebut dihasilkan jurnal

sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr

Uang Muka dari 50.000

KPPN

Kas di 50.000
Bendahara

Pengeluaran

4.Transaksi Pengembalian Pendapatan
adalah

penerimaan pada waktu sebelumnya, baik pengembalian pendapatan tahun

Pengembalian pendapatan transaksi pengembalian atas
anggaran berjalan (TAB) maupun pengembalian pendapatan tahun anggaran
yang lalu (TAYL).

Dokumen pengembalian pendapatan meliputi: SPM PP, SPM KP (Kembali
Pajak), SPM KC (Kembali Cukai) dan dokumen lainnya yang dipersamakan.
SPM PP digunakan untuk pengembalian PNBP dan penerimaan lainnya, SPM
KP digunakan untuk pengembalian penerimaan perpajakan, dan SPM KC
digunakan untuk pengembalian penerimaan Cukai.

Perekaman dokumen pengembalian pendapatan perpajakan dan

pengembalian pendapatan PNBP TAB akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Pendapatan X Pendapatan- X
LO
Utang Kepada X Diterima dari X
KUN Entitas Lain
Contoh 1:

Pada bulan Agustus 2016, diterbitkan SPM PP untuk pengembalian potongan

sewa rumah dinas bulan karena terlanjur dilakukan pemotongan pada SPM

Gaji Induk bulan Januari 2016 sebesar Rp200.000. Perekaman transaksi

tersebut membentuk jurnal berikut:
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Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Pendapatan 200.000 Pendapatan 200.000
PNBP Lainnya PNBP Lainnya
Utang Kepada 200.000 | Diterirna dari 200.000
KUN entitas Lain
Contoh 2:

Pada bulan September 2016 diterbitkan SPM PP atas kelebihan penyetoran
PNBP satker ABC bulan Maret 2015 sebesar Rp200.000. Pada saat diterbitkan
SPM PP, maka satker ABC tidak melakukan pencatatan dokumen karena SPM
PP atas pengembalian PNBP TAYL diterbitkan oleh Kuasa BUN atas beban SAL,
sehingga pencatatan atas transaksi SPM PP ini hanya dilakukan oleh Kuasa
BUN Pusat.

S. Transaksi Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja adalah transaksi pengembalian atas belanja
satuan kerja yang telah terjadi sebelumnya, yang dilakukan oleh satuan kerja
atau pihak ketiga atas nama satuan kerja, karena satu atau beberapa sebab
sehingga harus dikembalikan ke kas negara. Dokumen yang digunakan untuk
pengembalian belanja adalah Bukti Penerimaan Negara (BPN). Akun yang
digunakan untuk pengembalian belanja tahun anggaran berjalan sama dengan
akun yang digunakan untuk belanjanya. Sedangkan akun yang digunakan
untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu adalah akun
Penerimaan Kembali Belanja TAYL, yang terdiri atas:

a. 423951, untuk Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

b. 423952, untuk Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

c. 423953, untuk Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL
423956, untuk Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL (khusus untuk
BA 999.07)

e. 423957, untuk Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL

f. 423958, untuk Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL (khusus untuk
BA 999.08)

Selain berdasarkan waktu penyetoran, pengembalian belanja juga
diklasifikasikan berdasarkan pengembalian belanja yang tidak menghasilkan
BMN dan pengembalian belanja yang menghasilkan BMN.

a. Pengembalian belanja TAB yang tidak menghasilkan BMN
Pengembalian belanja negara tahun anggaran berjalan dengan BPN akan

terbentuk jurnal sebagai berikut:
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Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Piutang dari KUN X Ditagihkan ke X
Entitas Lain
Belanja xxx X | Beban xxx X

Contoh:

Pada satuan kerja ABC terdapat kelebihan belanja perjalanan dinas bulan
Maret 2016, yang kemudian dikembalikan pada tanggal 10 April 2016 sebesar
Rp200.000 dengan BPN. Atas perekaman BPN tersebut, akan terbentuk jurnal

sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Piutang dari Ditagihkan ke
200.000 _ i . 200.000
KUN Entitas Lain
Belanja Beban
200.000| | 200.000
Barang Perjalanan

b. Pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN
Pengembalian belanja negara yang menghasilkan BMN akan mengurangi
nilai aset yang bersangkutan, sehingga saat perekaman BPN akan terbentuk

jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Piutangdari X Ditagihkan ke Entitas X
KUN Lain
Belanjabarang X | Persediaan/Aset X
/modal Tetap/Aset Lainnya
belum diregister

Atas pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN, satker perlu
melakukan perekaman pada aplikasi BMN untuk menyesuaikan nilai BMN
yang sebelumnya telah direkam. Perekaman pada Aplikasi SIMAK-BMN
dilakukan melalui menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Koreksi
Perubahan Nilai/Kuantitas sebesar nilai pengembalian belanja yang tercantum
pada Bukti Penerimaan Negara (BPN), sehingga terbentuk jurnal sebagai

berikut:
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Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr

Koreksi Nilai Aset X
Tetap/Aset Lainnya
Non Revaluasi

Aset Tetap/Aset X
Lainnya

Akumulasi Penyusutan X
Aset Tetap/Aset

Lainnya

Beban Penyusutan X

Catatan: Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap/aset lainnya
dilakukan jika pengembalian belanja tidak dilakukan pada semester yang

sama dengan pengeluaran belanjanya.

Sedangkan atas pengembalian belanja TAB yang menghasilkan persediaan,
koreksi dilakukan pada Aplikasi Persediaan melalui menu Transaksi >>
Koreksi, sebesar nilai pengembalian belanja yang tercantum pada Bukti

Penerimaan Negara (BPN), sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

| Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Penyesuaian Nilai Persediaan X
Persediaan X

Setelah dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK-BMN, Aplikasi SAIBA

akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Beban Penyesuaian Nilai | X
Persediaan
Penyesuaian Nilai Persediaan X

Sehingga jurnal akhir yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Beban Penyesuaian Nilai | X
Persediaan
Persediaan X

Atas pengembalian belanja yang menghasilkan BMN, setelah dilakukan
pengiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN ke Aplikasi SAIBA, diperlukan jurnal
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atas pengembalian belanja yang menghasilkan BMN pada Aplikasi SAIBA

sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr

Aset Tetap/Aset X
Lainnyayang belum

Diregister

Koreksi Nilai Aset X
Tetap/Aset Lainnya
Non Revaluasi

Sedangkan atas pengembalian belanja yang menghasilkan persediaan, setelah
dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN
dan ADK Aplikasi SIMAK-BMN dikirim ke Aplikasi SAIBA, maka diperlukan

perekaman jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Persediaan Belum Diregister X
Beban Penyesuaian nilai X
Persediaan
Contoh:

Pada bulan Mei 2016 satuan kerja ABC melakukan pengadaan peralatan dan
mesin senilai Rp64.000.000. Sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Inspektorat,
ditemukan bahwa seharusnya nilai peralatan dan mesin tersebut adalah
Rp56.000.000 sehingga terdapat kelebihan belanja peralatan dan mesin bulan
Mei 2016 sebesar Rp8.000.000. Atas kelebihan tersebut dilakukan
pengembalian dengan BPN pada tanggal S5 November 2016 sebesar
Rp8.000.000. Satuan kerja ABC melakukan perekaman BPN tersebut sehingga

akan terbentuk jurnal berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Piutang dari| 8 juta Ditagihkan ke | 8 juta
KUN Entitas Lain
Belanja modal 8 juta Peralatan dan 8 juta
Mesin  belum
diregister

Atas pengembalian belanja modal yang menghasilkan BMN, satuan kerja
melakukan penyesuaian nilai peralatan dan mesin pada Aplikasi SIMAK-BMN

pada menu koreksi sehingga membentuk jurnal berikut:
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Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr

Koreksi Nilai| 8 juta
Aset Tetap
Non Revaluasi

Peralatan dan 8 juta

mesin

Setelah dilakukan pengiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN ke Aplikasi SAIBA,
dilakukan perekaman jurnal pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Peralatan dan | 8 juta
Mesin yvang
belum
diregister
Koreksi Nilai 8 juta

Aset Tetap Non
Revaluasi

c. Pengembalian belanja TAYL yang tidak menghasilkan BMN
Pengembalian belanja TAYL dilakukan dengan BPN. Jurnal yang terbentuk
pada saat perekaman BPN pada Aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Utang Kepada X Diterima dari X
KUN entitas lain
Penerimaan X Penerimaan X
Kembali Kembal
Belanja XXX Belanja TAYL
TAYL
Contoh:

Pada satuan kerja ABC terdapat kelebihan pembayaran uang makan pegawai
bulan Desember 2015. Atas kelebihan tersebut, dilakukan penyetoran dengan
BPN pada tanggal 4 Januari 2016 sebesar Rp150.000. Atas perekaman BPN

tersebut, akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Kas
Utang Kepada | 150.000 Diterima dari | 150.000
KUN entitas lain
Penerimaan 150.000 | Penerimaan 150.000
Kernbali kembali
Belanja Belanja
pegawai TAYL Pegawai TAYL
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d. Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN

Dalam hal pengembalian belanja TAYL dilakukan atas belanja yang
menghasilkan BMN, maka saat dilakukan perekaman BPN pada Aplikasi
SAIBA akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Utang kepada KUN X Diterima dari Entitas| X
Lain
Penerimaan Kembali X | Penerimaan  Kembali X
Belanja Belanja barang/modal
barang/modal TAYL TAYL

Atas pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN, satker perlu
melakukan perekaman pada aplikasi BMN/ Aplikasi Persediaan untuk
menyesuaikan nilai BMN yang sebelumnya telah direkam. Koreksi tersebut

akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr

Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset| X

Lainnya Non Revaluasi

Aset Tetap/Aset Lainnya X

Akumulasi Penyusutan Aset| X

Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset X

Lainnya Non Revaluasi

Catatan: Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap/aset lainnya
terbentuk jika pengembalian belanja dilakukan pada tahun anggaran yang
berbeda dengan pengeluaran belanjanya.

Sedangkan atas pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan persediaan,
koreksi di lakukan pada Aplikasi Persediaan melalui menu Transaksi >>
Koreksi, sebesar nilai pengembalian belanja yang tercantum pada Bukti

Penerimaan Negara (BPN), sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Penyesuaian Nilai Persediaan X
Persediaan X
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Setelah dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK-BMN, Aplikasi SAIBA

akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Beban Penyesuaian Nilai| X
Persediaan
Penyesuaian Nilai Persediaan X

Sehingga jurnal akhir yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr | Cr | Jurnal Akrual Dr | Cr
Beban Penyesuaian Nilai X
Persediaan
Persediaan X

Setelah dilakukan pengiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN ke Aplikasi SAIBA,
diperlukan perekaman jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai

berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jumal Akrual Dr Cr

Penerimaan X
kembali belanja
modal TAYL

Koreksi Nilai X
Aset Tetap/Aset
LainnyaNon

Revaluasi

Sedangkan atas pengembalian belanja yang menghasilkan persediaan, setelah
dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN
dan ADK Aplikasi SIMAK-BMN dikirim ke Aplikasi SAIBA, maka diperlukan

perekaman jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr

Penerimaan Kembali Belanja| X

Barang TAYL

Beban Penyesuaian Nilai X

Persediaan
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Pada satuan kerja ABC terdapat pengembalian belanja modal gedung dan

bangunan tahun 2015, yang kemudian disetor ke rekening kas negara dengan

BPN pada bulan Februari 2016 sebesar Rp24.000.000. Atas perekaman BPN

tersebut, terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr. €t Jurnal Akrual Dr. Cr.
Utang 24 juta Diterima dari | 24 juta
Kepada KUN Entitas Lain
Penerimaan 24 juta | Penerimaan 24 juta
kembali kembali Belanja
Belanja modal TAYL
modal TAYL

Setelah perekaman BPN, satuan kerja perlu melakukan koreksi pada Aplikasi

SIMAK-BMN untuk menyesuaikan nilai BMN yang sebelumnya telah direkam.

Atas koreksi tersebut akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas br Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Koreksi Nilai | 24 juta
Aset Tetap Non
Revaluasi
Gedung dan 24 juta
Bangunan
Akumulasi 480.000
Penyusutan
Gedung dan
Bangunan
Koreksi Nilai 480.000
Aset Tetap Non
Revaluasi

Setelah ADK SIMAK-BMN dikirim ke Aplikasi SAIBA, satuan kerja merekam

jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Aset Tetap Non

Revaluasi

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Pendapatan 24 juta
| PNEP Lainnya
Koreksi Nilai 24 juta
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e. Pengembalian Belanja TAYL yang tidak menghasilkan BMN, dalam hal pada
tanggal 31 Desember TAYL, posisi kas yang dikembalikan dari pihak ketiga

masih dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke

kas negara.

Pada tanggal 31 Desember TAYL, satker mencatat jurnal penyesuaian secara

manual sebagai berikut:

Jurnal Akrual Dr Cr
Des 31 | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran X
Beban xxx (sesuai akun realisasi belanjanya) X

Selanjutnya, setelah Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran kas

tersebut ke kas negara, satker agar melakukan perekaman BPN pada Aplikasi

SAIBA , sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Utang X Diterima dari X
kepada KUN entitas lain
Penerimaan X Penerimaan X
Kembali Kembali
Belanja xoox Belanja xxx
TAYL TAYL

Selain itu, satuan kerja juga perlu melakukan perekaman jurnal penyesuaian

secara manual sebagai berikut:

Jurnsl Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr

Penerimaan X
Kembali
Belanja xxx

TAYL

Kas Lainnya di X
Bendahara

Pengeluaran

Contoh:
Pada tanggal 31 Desember 2015, Bendahara Pengeluaran menerima

pengembalian kelebihan pembayaran uang makan dari pegawai sebesar
Rp500.000 yang belum disetorkan ke rekening kas negara. Atas kas tersebut,
satuan kerja mencatatnya sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

dengan merekam jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:
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Jurnsal Akrual Dr Cr

Des 31 | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 500.000

Beban Pegawad SO0.000

Pada tanggal S Januari 2016, bendahara pengeluaran menyetor pengembalian
kelebihan pembayaran uang makan tersebut dengan BPN. Atas perekaman

BPN tersebut terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas D Cr Juarnal Alcraal Dr Cr
Utang SO0.000 Diterima dari S00.000
kepada KUN entitas lain
Penerimaan S500.000 | Penterimaarn 300.000
Kembali Kembadi
Belanja Belanja
Pegawai Pegaxwai TAYL
TAYL

Selain itu, untuk menyesuaikan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran,

satuan kerja perlu melakukan perekaman jurnal penyesuaian secara manual

sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cx Jurnal Akoraal D Cr

Penecimaan Kembal SOO.O00
Belanga Pegiaowai TAYL
Kas Lainnys di SDC.000

Bendahara Pengeluaran

f. Pengembalian Belanja TAYL yang menghasilkan BMN, dalam hal pada
tanggal 31 Desember TAYL, posisi kas yang dikembalikan dari pihak ketiga
masih dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke
kas negara.

Dalam hal pengembalian dilakukan atas belanja TAYL yang menghasilkan

BMN, pada tanggal 31 Desember TAYL, satker mencatat jurnal penyesuaian

secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Tgl Jurnal Alcrusl Dr Cr

Des 31 | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran X

Persedisan /Aset Tetapj/Aset Lainnya Belum
Diregister

Apabila satker telah merekam perolehan BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN,
maka satker perlu melakukan koreksi sebesar nilai kas lainnya di bendahara
pengeluaran untuk menyesuaikan nilai BMN yang sebelumnya telah direkam.

Atas koreksi tersebut akan terbentuk jurnal sebagai berikut:
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Jurnal Kas | Dr Cr Jurnal Akkrusal Dr Cr

Koreksi Nilai Aset _ X
Tetap/ Aset Lainnya Non
Revaluasi

Aset Tetap/Aset Lainnya x

Akumulasi Penyusutan X
Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Nilai Aset x
TetapfAset Lainnya Nan
Rewvaluasi

Catatan: Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap/aset lainnya
terbentuk jika pengembalian belanja dilakukan pada tahun anggaran yang
berbeda dengan pengeluaran belanjanya.

Sedangkan atas pengembalian belanja TAB yang menghasilkan persediaan,
koreksi dilakukan pada Aplikasi Persediaan melalui menu Transaksi >>

Koreksi, sebesar nilai kas lainnya di bendahara pengeluaran, sehingga

terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Crx Jurnal Alcrusl Dr Cr
Penyesuaian Nilai Persediaan X
Persediaan X

Setelah dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi SAIBA

akan melakukan mapping dan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Beban Penyesusian Nilai X
Persediaan
Penyesuaian Nilai Persediasan X

Sehingga jurnal akhir yang terbentuk sebagai berikut:

Jumnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Beban Penyesualan Nilai X
Persediaan
Persediasn X

Atas pengembalian belanja yang menghasilkan BMN, setelah dilakukan
pengiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN ke Aplikasi SAIBA, diperlukan

perekaman jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:
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Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Alcrual D Cr
Aset Tetap/Aset
Lainnys Belum x
Diregister

Korelksi Nilai Aset
Tetap/Aset Lainnya X

Non Revaluasi

Sedangkan atas pengembalian belanja yang menghasilkan persediaan, setelah
dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN
dan ADK Aplikasi SIMAK-BMN dikirim ke Aplikasi SAIBA, maka diperlukan

perekaman jurnal manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Persedisan Belum =
Diregister

Beban Penyesuaian

Nilai Persediaan

Selanjutnya, setelah Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran kas
tersebut ke kas negara pada TAB, satker agar melakukan perekaman BPN
pada Aplikasi SAIBA. Untuk menyesuaikan saldo Kas Lainnya di Bendahara

Pengeluaran, satker merekam jurnal secara manual sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akraal Dr Cr

Penerimaan kembali

belanja xxx TAYL

X

Kas Laannya di
Bendahara X

Pengeluaran

g. Pengembalian Belanja TAYL yang tidak menghasilkan BMN, dalam hal
sampai dengan tanggal 31 Desember TAYL, kas tersebut masih berada di
pihak ketiga dan belum dikembalikan ke kas negara atau Bendahara
Pengeluaran

Pada tanggal 31 Desember TAYL, satker merekam jurnal secara manual pada

Aplikasi SAIBA sebagai berikut:
Tgl Jurnal Akruaal Dr Cr

Des 31 | Piutang Lainnya X

Beban xxx (sesuai denigan aloun realisasi

belanjanya)
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perekaman BPN dan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Alrual Dr Cr
Utang X Diterima  dari X
kepada KUN entitas lain
Penerimaan X Penerimaan X
Kembali Kembali
Belanjs xxx Belanja xxx
TAYL TAYL

Untuk menyesuaikan saldo piutang pada Aplikasi SAIBA satker merekam

jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

Tgl

Jurnal Akrual

Cr

Jat

Penerimaan kembali belanja xxx TAYL

Piutang Lainnya

X

h. Pengembalian Belanja TAYL yang menghasilkan BMN apabila sampai
dengan tanggal 31 Desember TAYL kas tersebut belum dikembalikan ke kas

negara atau Bendahara Pengeluaran

Pada tanggal 31 Desember TAYL, satker merekam jurnal penyesuaian secara

manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Tgl

Jurnal Akrual

Dr.

Cr.

Des 31

Piatang Lainnya

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya
Belum Diregister

Apabila satker telah merekam perolehan BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN,
maka satker perlu melakukan koreksi sebesar nilai kas lainnya di bendahara

pengeluaran untuk menyesuaikan nilai BMN yang sebelumnya telah direkam.

Atas koreksi tersebut akan terbentuk jurnal sebagai berikut:
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Jurnal Kas | Dr Cr Jurnal Alcrual Dr Cr

Koreksi Nilai Aset X
TetapfA=zet Lainnysa Non

Revaluasi

Aset Tetap/Aset Lainnya X

Akumulasi Penyusutan X
Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Nilai Aset X
Tetap/Aset Lainnya Non

Revaluasi

Catatan: Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap/aset lainnya
terbentuk jika pengembalian belanja dilakukan pada tahun anggaran yang
berbeda dengan pengeluaran belanjanya.

Sedangkan atas pengembalian belanja TAB yang menghasilkan persediaan,
koreksi di lakukan pada Aplikasi Persediaan melalui menu Transaksi >>

Koreksi, sebesar nilai kas lainnya di bendahara pengeluaran, sehingga

terbentuk jurnal sebagai berikut:

JurnalKas | Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Penyesuaian Nilai Persediaan X
| Persediaan X

Setelah dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi SAIBA

akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Alcrual Dr Cr
Beban Penyesuaian Nilaia x |
Persediaan
Penyesuaian Nilai Persediaan X

Sehingga jurnal akhir yang terbentuk sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Beban Penyesuaian Nilai X
Persediaan
Persediaan X

Atas pengembalian belanja yang menghasilkan BMN, setelah dilakukan
pengiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN ke Aplikasi SAIBA, diperlukan

perekaman jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:
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Jurnial Kas Dr Cr Jurnal Alkcrusl Dr Cr
Aset Tetap fAset
Lainnya Belum X
Daregister

Koreksi Nilai Aset
Tetap/Aset Lainnya X

Non Revaluasi

Sedangkan atas pengembalian belanja yang menghasilkan persediaan, setelah
dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN
dan ADK Aplikasi SIMAK BMN dikirim ke Aplikasi SAIBA, maka diperlukan
jurnal manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Persediaan Belum x
Diregister

Beban Penyesuailan

Nilai Persediaan

Selanjutnya, setelah Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran kas
tersebut ke kas negara pada TAB, satker agar melakukan perekaman BPN
pada Aplikasi SAIBA. Untuk menyesuaikan saldo Kas Lainnya di Bendahara

Pengeluaran, satker merekam jurnal secara manual sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Alkrual Dr Cr
Penernmaan kembali
belanja ox TAYL X
Piutang Lainnya X

6. Transaksi Hibah Langsung Uang/Jasa
a. Hibah Langsung Bentuk Uang

Pada saat kas diterima dari donor, satuan kerja merekam jurnal penyesuaian

kategori hibah langsung secara manual sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Kas Lainnys di K/ L
dari Hibah yang X
Belum Disahkan

Hibah Langsung yang
Belum Disahkan

Setelah mendapatkan register dari DJPPR, satuan kerja mengajukan revisi
DIPA. Kemudian satuan kerja mengajukan pengesahan pendapatan hibah dan

belanja yang bersumber dari hibah dengan menyampaikan Surat Perintah
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Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada KPPN. KPPN akan menerbitkan
Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Atas SPHL tersebut, satker
memproses dokumen tersebut pada Aplikasi SAIBA dengan merekam jurnal

secara manual sebagai berikut:

Jurnsl Kas Dr Cr Jurnsl Alkcrual Dr Cr

Hibah Langsung yang
Belum Disahkan

Pengezahan Hibah
Langsung

Kas Lsinnya di K/L dari
Hibah

Kas Lainnya di K/L dari
Hibah yvang Belum X

Belanja X Persediaan/Aset
barang/modal Tetap/Aset Lainnya
yang belum

diregister / beban xxx

Piutang dari X Kas Lainnya di K/L dari

Contoh:
Satuan Kerja ABC menerima hibah uang sebesar Rp.50.000.000. Pada saat

menerima kas hibah dari donor, satuan kerja merekam jurnal secara manual

sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurmal Akrual Dr Cr
Kas Lainnya di K/L
dari Hibah yang 30 juta
Belum Disahkan

Hibah Langsung yang
Belum Disahkan

50 juta

Satuan kerja kemudian menggunakan kas hibah tersebut untuk membeli 2
buah printer yang masing-masing memiliki nilai Rp.20.000.000.

Setelah mendapatkan register dari DJPPR, satuan kerja mengajukan revisi
DIPA. Kemudian satker mengajukan SP2HL kepada KPPN. KPPN akan
menerbitkan SPHL. Atas SPHL tersebut, satker memproses dokumen tersebut

pada Aplikasi SAIBA dengan merekam jurnal secara manual sebagai berikut:

P
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Jurnal Kas

Jurnal Akrual

Hibah Langsung
yang Belum
Disahkan

S0 juta

Pengesahan Hibah

Langsung

S0 juta

Kas Lainnya di K/L
dariHibah

30 juta

Kas Lainnya di K/L
dari Hibah yang
Belum Disahkan

SC juta

Belanja
modal

40 juts

Peralatan dan
MMesin belum

diregister

40 juta

Piuatang
dan KUN

40 juta

Kas Lainnys di K/L
dari Hibah

40 juta

Atas belanja modal yang dilakukan dengan kas lainnya di K/L
tersebut, satuan kerja melakukan pencatatan peralatan dan mesin pada

Aplikasi SIMAK BMN melalui menu transaksi masuk >> pembelian, sehingga

akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

dari Hibah

belum diregister

Jurnal Kas Dr Cr Jumnal Akrual Dr Cr
Peralatan dan Mesin | 40 juta
Peralatan dan Mesin
40 juta

b. Hibah langsung bentuk jasa

Pada saat penerimaan jasa dari donor disertai BAST, perlu dilakukan

perekaman jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Alcrual Dr Cr
Eeban jasa X
Hibah Langsung yang X
Belum Disahkan

Setelah mendapatkan register dan pengesahan dari DJPPR, satuan kerja
mengajukan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang Jasa (MPHL-BJS)
kepada KPPN. Kemudian KPPN akan menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS.

Atas persetujuan MPHL-BJS tersebut, satker memproses dokumen tersebut

pada Aplikasi SAIBA dengan merekam jurnal sebagai berikut:

4
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Jurnal Kas Dr Cr Jurnsal Alrusal Dr Cr
Hibah Langsung yang -
Belum Dizahkan
Pengesahan Hibah -
Langsung
Contoh:

Pemerintah Indonesia menerima hibah jasa dari Pemerintah Jepang, yang

salah satunya diterima dalam bentuk tenaga pelatihan keterampilan senilai

RpS milyar. Pada saat penerimaan jasa dari donor disertai BAST, dilakukan

perekaman jurnal sebagai berikut:

Belum Disahkan

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Beban jasa > M
Hibah Langsungyang SM

Setelah mendapatkan register dan pengesahan dari DJPPR, satuan kerja

mengajukan MPHL-BJS kepada KPPN. Kemudian KPPN akan menerbitkan

Persetujuan MPHL-BJS. Atas persetujuan MPHL-BJS tersebut,

satker

memproses dokumen tersebut pada Aplikasi SAIBA dengan merekam jurnal

sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akruaal Dr Cr
Hibah Langsungyang| 3> M
Belum Dhasahkan
Pengesahan Hibah oM
Langsung

7.Transaksi Pengembalian Kas Hibah Langsung

a. Pengembalian Kas Hibah Langsung ke Donor

Pengembalian kas hibah langsung ke donor dibedakan menjadi dua yaitu

pengembalian kas hibah langsung yang sudah disahkan dan pengembalian kas

hibah langsung yang belum disahkan.

1) Pengembalian Kas Hibah Langsung yang Sudah Disahkan.

Sisa kas hibah langsung yang sebelumnya telah disahkan (telah

diterbitkan SPHL),

dapat disetor kembali

kepada donor,

apabila

perjanjian hibah menyatakan demikian. Atas pengembalian sisa kas

hibah TAB maupun TAYL, satuan kerja mengajukan Surat Perintah

Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) kepada

KPPN. Setelah Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah

(/L
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Langsung (SP3HL) diterbitkan oleh KPPN, satker melakukan perekaman
SP3HL pada Aplikasi SAIBA, sehingga akan terbentuk jurnal sebagai

berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Pengesahan
Pengembalian

Langsung

Kas Lainnya di
K/L dari Hibah

Contoh:
Pada satuan kerja ABC terdapat saldo atas kas hibah langsung sebesar

Rp.10.000.000. Atas saldo tersebut, satuan kerja melakukan transfer
kepada donor sesuai dengan perjanjian hibah. Setelah melakukan
transfer, satuan kerja mengajukan SP4HL ke KPPN. Setelah KPPN
menerbitkan SP3HL, satuan kerja melakukan perekaman SP3HL

tersebut akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Alkraal Dr Cr
Pengesahan
Pengembalian 10 juta

Hibah Langsung

Kas Lainnya di

A o 10 juta
K/L dari Hibah

2) Pengembalian Kas Hibah Langsung yang Belum Disahkan
Dalam pengembalian kas hibah kepada donor, setelah melakukan
transfer atas kas hibah ke rekening donor, satker melakukan

perekaman jurnal pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr. Cr. Jurnal Akrual Dir. Cr.
Hibah Langsung
Vang Belum X
Disahkan

Kas Lainnys di
KfL dsri Hibah

Disahkan

Contoh:

[«
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Karena suatu alasan, satuan kerja ABC harus melakukan penyetoran

hibah yang belum disahkan kepada donor sebesar

saldo kas

Rp10.000.000. Berdasarkan bukti satuan kerja

transfer tersebut,

merekam jurnal secara manual sebagai berikut:
Jurnal Akkrusal

Jurnal Kas Dr Cr

Hibath Langsung
yvang Belum

Disahkan

10 juta

Kas Lainnys di
K/L dari Hibah
10 juta
vang Belum

Diasahkan

b. Penyetoran Pengembalian Hibah Langsung ke Kas Negara

Satuan kerja mencatat kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan ke
kas negara pada saat menerima hibah langsung berupa uang. Atas pendapatan
hibah tersebut, satuan kerja wajib mengesahkan seluruh pendapatan hibah
langsung yang telah diterima. Dalam hal karena alasan tertentu, hibah

langsung berupa uang dapat disetor ke kas negara sepanjang tidak diatur lain

dalam perjanjian hibah.

1) Pengembalian Kas Hibah Langsung yang Sudah Disahkan.
Dalam hal terdapat pengembalian ke kas negara atas hibah langsung yang
telah disahkan, dilakukan 815131

(Penerimaan Penyetoran Dana Hibah Langsung yang Telah Disahkan). Atas

penyetoran menggunakan akun

setoran tersebut, satker melakukan perekaman BPN, sehingga akan terbentuk

jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Jurnal Akrual Dr

Pengesahan
Pengembslian
' Hibah Latngsung

Kas Lainnys di K/L
dari Hibah

2) Pengembalian Kas Hibah Langsung yang Belum Disahkan.
Pengembalian ke kas negara atas hibah langsung yang belum disahkan

dilakukan melalui mekanisme penyetoran PNBP dengan akun 423964

(Pendapatan dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan). Atas setoran

tersebut, satuan kerja melakukan perekaman BPN dan terbentuk jurnal

sebagai berikut:

\Z
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Hibah Langsung yang

Belum Disahkan

Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
Utang kepada KUN X Diterima dari Entitas| X
Lain
Pendapatan dari X | Pendapatan dari Hibah X

Langsung yang Belum
Disahkan

Selanjutnya, satuan kerja melakukan perekaman jurnal secara manual pada

Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr | Cr Jurnal Akrual Dr | Cr
X Hibah Langsung Yang| X
Belum Disahkan
X | Kas Lainnya di K/L dari X

Hibah Belum

Disahkan

Yang

Contoh:

Satuan kerja ABC telah selesai melaksanakan kegiatan yang didanai dengan

hibah langsung, tetapi masih terdapat saldo kas hibah langsung sebesar

Rp.10.000.000. Satuan kerja menyetor saldo kas hibah tersebut ke kas negara

dengan akun setoran 815131. Atas setoran tersebut, satuan kerja melakukan

perekaman BPN, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr.

Cr.

Jurnasl Akrual Dr.

Pengesahan
Penigembalian
Hibah Langsung

10 juta

Kas Lainnya di K/L
dari Hibah

10 juta

Pencatatan penyetoran sisa kas hibah ke kas negara sebagaimana di atas

hanya diberlakukan bagi

hibah

diterbitkan SPHL sebelumnya).

langsung yang telah disahkan

(telah

L
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BAB IV
TRANSAKSI TERKAIT ASET

A. Transaksi Piutang

1. Timbulnya Piutang

Timbulnya piutang pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan
pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang
menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Beberapa pencatatan yang dilakukan saat timbulnya piutang adalah sebagai

berikut.
a. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan
pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan
cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

keuangan.

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak yang dikelola oleh Direktorat
Jenderal Pajak dan Piutang Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.Timbulnya piutang perpajakan pada umumnya didasarkan
pada Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB), atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
(SPKPBM). Pencatatan piutang pajak akan direkam secara manual dengan

jurnal sebagai berikut:

Tgl Jurnal Alcrual Dr Cr

Piutang Pajak xX

Pendapatan Pajak X

b. Piutang PNBP

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara
bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan
keuangan. Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang
ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan. Pencatatan piutang PNBP

dilakukan dengan perekaman jurnal secara manual sebagai berikut:

L~
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Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Piutang PNBP =

Pendapatan PNEBP X

c. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Pencatatan

timbulnya piutang TPA dilakukan perekaman jurnal secara manual sebagai

berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
X

Piutang TPA

Pendapatan xxx X

d. Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) /Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang karena TP atau TGR timbul bila terjadi kehilangan aset
pemerintah. Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena
pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara,
sedangkan Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang
karena lalai atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan
kerugian negara atas kas/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya.
Pencatatan piutang TP/TGR dengan menggunakan memo penyesuaian
didukung bukti seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dengan perekaman

jurnal secara manual sebagai berikut:

Tgel Jurnal Alcrual Dr Cr
Piutang TP/TGR X
Pendapatan penyelesaian TP/TGR >

e. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis
piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan sebagai Piutang
Jangka Panjang Lainnya. Pencatatan piutang jangka panjang lainnya

dilakukan dengan jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Alkrual Dr Cr
Piutang jangka panjang lainnya X
Pendapatan anggaran lain-lain X
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2. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca disajikan dengan mencatat nilai bersih
yang dapat direalisasikan (net realizable value) dengan melakukan penyisihan
piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan
menganalisis kualitas tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung sesuai
tarif kualitas piutangnya yang diatur dalam ketentuan mengenai penyisihan
piutang tak tertagih. Jurnal penyesuaian untuk penyisihan piutang dijelaskan

lebih lanjut pada Bab V modul ini.

3. Reklasifikasi piutang

Apabila pada akhir tahun terdapat TPA/TP/TGR/piutang jangka panjang
lainnya yang jatuh tempo atau kemungkinan dapat diterima/diharapkan dapat
diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
maka pada akhir tahun dilakukan reklasifikasi ke dalam bagian lancar
TPA/TP/TGR/piutang jangka panjang lainnya, dengan jurnal penyesuaian

sebagai mana dijelaskan pada Bab V modul ini.

4. Penghentian Pengakuan Piutang

Secara umum penghentian pengakuan piutang dilakukan dengan cara
membayar tunai (pelunasan). Pemberhentian pengakuan piutang selain
pelunasan juga dapat dilakukan dengan penghapusan baik penghapusbukuan
(write off) maupun penghapustagihan (write down). Penghentian pengakuan

piutang dengan pelunasan dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:
a. Pelunasan Piutang Pada Periode Berjalan

Pelunasan piutang dilakukan dengan penyetoran dengan menggunakan

BPN. Perekaman dokumen BPN akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual D Cr
Utang kepada KUN X Diterima dari entitas x
lain '

Pendapatan o X Pendapatan xxx X

Setelah perekaman BPN, satuan kerja harus menghentikan pengakuan

piutang dengan merekam jurnal akrual secara manual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrusal Dr Cr

Pendapatan xxx X

Piutang oo X

[«
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b. Pelunasan Piutang yang Telah Dicadangkan Penyisihan Piutang Tak

Tertagihnya

Bila piutang telah dicadangkan penyisihan tak tertagihnya kemudian

diterima pelunasannya, maka penerimaan dokumen pelunasan tersebut

akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr. Cr. Jurnal Akrual Dr Cr
Utang kepada KUN x Diterima dari entitas )
lain x

Pendapatan xx X Pendapatan soox X

Setelah perekaman dokumen pelunasan, satuan kerja harus menghentikan

pengakuan piutang dengan merekam jurnal akrual secara manual sebagai

berikut:

Tgl

Jurnal Akrusl

Cr

Pendapatan xxx

Piutang xxx

X

Pada akhir periode pelaporan,

dengan jurnal akrual secara manual sebagai berikut:

satuan kerja melakukan penyesuaian

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Penyisihan piutang tak tertagih X
Beban pengyisihan piutang tak tertagih X

Dengan pelunasan tersebut kartu piutang atas nama debitur yang

bersangkutan dapat ditutup.

S. Penghapusbukuan Piutang yang Telah Disisihkan 100%

Apabila piutang telah disisihkan 100% dan telah diterbitkan surat

keputusan penghapusbukuan piutang, maka dilakukan perekaman dengan

jurnal secara manual sebagai berikut:

Tgl

Jurnal Akrual

Dr

Penyisithan Piutang Tak Tertagih

Piutang xxx

6. Penerimaan Pelunasan Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Bila piutang telah dihapusbukukan kemudian diterima pelunasannya,

maka satuan kerja harus melakukan pencatatan untuk memunculkan

| o~
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kembali piutang tersebut dengan jurnal akrual secara manual sebagai

berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Piuatang xoox X

Penyisihan piutang talk tertagih X

Penerimaan pelunasan tersebut diakui sebagai pendapatan LRA dan diakui

sebagai pendapatan LO. Sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Utang Kepada KUN x Diterima dari entitas X
lsian
Pendapatan xxx X Pendapatan xxx xX

Sedangkan untuk mengeliminasi piutang yang telah dilunasi, maka dibuat

jurnal akrual secara manual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

E

Pendapatan xxx

Piutang soox X

Pada tanggal pelaporan, dilakukan penyesuaian atas saldo penyisihan
piutang tak tertagih berdasarkan perhitungan penyisihan piutang dengan

jurnal secara manual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Penyisithan piutang tak tertagih X
Beban penyisithan piutang tak tertagih X

Tata cara pencatatan penyisihan piutang tak tertagih berpedoman pada

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Pedoman

Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

B. Transaksi Persediaan

Saldo Awal Persediaan

Dalam penatausahaan persediaan, dimungkinkan terdapat persediaan

yang sebetulnya telah diperoleh satuan kerja sejak periode pelaporan

sebelumnya namun belum dilakukan pencatatan sehingga belum tersaji dalam

neraca. Ketika diketahui kondisi tersebut pada periode berjalan, satuan kerja

melakukan pencatatan persediaan dimaksud sebagai koreksi saldo awal,

[ £
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namun tidak melakukan penyajian ulang atas neraca periode sebelumnya.

Pencatatan persediaan tersebut akan menambah ekuitas pada periode

berjalan, sehingga menghasilkan pencatatan sebagai berikut:

Tanggal

Jurnal Akruail

Debet Kredit

Persediaan

X

Koreksi Nilai Persediaan

2. Pengadaan Persediaan

Belanja barang dapat digunakan untuk perolehan bahan untuk

operasional baik yang habis pakai maupun untuk persediaan, maupun

persediaan bahan yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

Pencatatan perolehan persediaan akan membentuk jurnal akrual sebagai

berikut.

a. Barang Operasional Persediaan

Pada saat pembelian barang operasional persediaan, maka jurnal akrual

yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA adalah:

Tgl Jurnal Alorual Dr Cr
Persediaan belum diregister X
Datagihlcan ke entitas lain X

Proses pencatatan pembelian persediaan juga dilakukan pada Aplikasi

Persediaan. Setelah dilakukan perekaman pembelian persediaan pada

Aplikasi Persediaan dan ditransfer ke Aplikasi SIMAK-BMN, maka akan

dihasilkan data untuk dikirim ke Aplikasi SAIBA dan terbentuk jurnal

akrual sebagai berikut:

Tel

Jurnal Alkrual

Persediaan

~

Persediaan belum diregister

b. Barang yang akan dijual / diserahkan kepada masyarakat

Pada saat pembelian barang yang akan dijual/diserahkan kepada

masyarakat, maka jurnal akrual yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA

adalah:
Tgl Jurnal Akrusl Dr Cr
Persediaan belum diregister X
Ditagihkan ke entitas lain x

www.jdih.kemenkeu.go.@c‘_



- 59 -

Proses pencatatan pembelian persediaan juga dilakukan pada Aplikasi
Persediaan. Setelah dilakukan perekaman pembelian persediaan pada
Aplikasi Persediaan dan ditransfer ke Aplikasi SIMAK-BMN, maka akan
dihasilkan data untuk dikirim ke Aplikasi SAIBA dan terbentuk jurnal

akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Persediaan barang untuk dijual/disershian
kepada masyarakat x
Persedisan beluam diregister X

c. Barang dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk barang

Pada saat terjadi belanja bantuan sosial yang menghasilkan barang, maka

jurnal akrual yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA adalah:

Tgl Jurnsl Akrual Dr Cr
Persediaan belum diregister X
Ditagibkan ke entitas lain X

Proses pencatatan pembelian persediaan juga dilakukan pada Aplikasi
Persediaan. Setelah dilakukan perekaman pembelian persediaan pada
Aplikasi Persediaan dan ditransfer ke Aplikasi SIMAK-BMN, maka akan
dihasilkan data untuk dikirim ke Aplikasi SAIBA dan terbentuk jurnal

akrual sebagai berikut:

Tgel Juarnal Akrual Dr Cr
Persediaan dalam rangka bantuan sosial X
Persediaan belum diregister X

d. Pencatatan Sisa Bahan Yang Tidak Habis Terpakai Ke Dalam Persediaan
Pengadaan barang yang direncanakan habis dalam satu kali kegiatan
dilakukan dengan menggunakan akun belanja bahan dan tidak dicatat
sebagai persediaan misalnya seminar kit untuk kegiatan sosialisasi. Namun
dalam praktik di lapangan, sering ditemukan terdapat sisa barang yang
tidak habis terpakai dalam jumlah yang material. Sisa barang tersebut
dapat dicatat sebagai persediaan melalui perekaman pada Aplikasi
Persediaan menggunakan menu transaksi >> persediaan masuk >>
pembelian. Perekaman tersebut akan membentuk jurnal akrual sebagai

berikut:

%
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Tgl Jurnal Alerusl Dr Cr

Persedisan X

Persediaan belum diregister X

Setelah ADK dari Aplikasi Persediaan dikirim ke Aplikasi SIMAK-BMN dan
kemudian diterima di Aplikasi SAIBA, satuan kerja perlu mereklasifikasi
beban yang sebelumnya tercatat pada saat pengadaan barang. Reklasifikasi

beban dilakukan dengan merekam jurnal akrual secara manual sebagai

berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
X

Persediaan belum diregister

Beban x>x X

Selain melalui menu Pembelian, sisa barang tersebut di atas juga dapat

dicatat melalui menu Opname Fisik. Perekaman tersebut akan membentuk

jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Persediaan X

Beban Persedisan xxx x

Setelah ADK dari Aplikasi Persediaan dikirim ke Aplikasi SIMAK-BMN dan
kemudian diterima di Aplikasi SAIBA, satuan kerja perlu mereklasifikasi
beban yang sebelumnya tercatat pada saat pengadaan barang. Reklasifikasi

beban dilakukan dengan jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Beban Persediaan xox X

Beban xxx X

3. Pemakaian atau Penyerahan Persediaan

a. Pemakaian bahan operasional

Pemakaian persediaan akan membentuk jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrasal Dr Cr

Beban persediaan X

Persediaan X
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b. Penyerahan/penjualan persediaan kepada masyarakat

Penyerahan/penjualan persediaan akan membentuk jurnal akrual sebagai

berikut:

Tgl Jurnal Alcrual Dr Cr

Beban barang untuk diserahkan kepada

masyarakat

Persediasn bahan untuk diusalfdiserahkan

kepada masyarakat

c. Penyerahan barang dalam rangka bantuan sosial

Penyerahan barang yang dilakukan dalam rangka bantuan sosial akan

membentuk jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jumal Akrusal Dr Cr
Beban bantuan sosial x
Persedisan dalam ranglka bantuan scsial X

4. Penyesuaian Nilai Persediaan

Penyesuaian nilai persediaan timbul akibat penerapan metode harga perolehan
terakhir dalam penilaian persediaan, transaksi koreksi dan reklasifikasi
persediaan, serta pembulatan pencatatan persediaan. Penyesuaian nilai
persediaan dapat muncul pada posisi debet maupun kredit, sesuai dengan
kondisi yang terjadi. Dalam laporan keuangan, penyesuaian nilai persediaan
disajikan sebagai pendapatan atau beban dari kegiatan non operasional
lainnya dalam LO.
a. Penerapan Metode Harga Perolehan Terakhir
Pada saat dilakukan pengiriman data secara bulanan dari Aplikasi
Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN untuk selanjutnya diteruskan ke
Aplikasi SAIBA, dilakukan perhitungan saldo persediaan berdasarkan
kuantitas dan harga perolehan terakhir pada bulan berkenaan. Dalam hal
perhitungan saldo persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir
dimaksud lebih besar dari saldo persediaan berdasarkan neraca percobaan,

maka terbentuk jurnal pada Aplikasi Persediaan sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dir Cr

Persediaan X

Penyesnaian nilai persediaan p. 4

Le
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Setelah dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi

SAIBA akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas

D Cr

Jurnal Alkkrusld

Penyesuaian Nilai Persediaan X

Persediaan

Pendapatan Penyesuaian Nilai xX

Sehingga jurnal akhir yang terbentuk sebagai berikut:

Jurnal Kas

Dr Cr

Jurnal Alcrual

Cr

Persedinan

Persediaan

Pendapatan Penyvesuailan Nilai X

Sedangkan apabila perhitungan saldo persediaan berdasarkan harga

perolehan terakhir lebih kecil dari saldo persediaan berdasarkan neraca

percobaan, maka jurnal yang terbentuk dalam Aplikasi Persediaan adalah

sebagai berikut:

Tel

Jurnsal Akrual

Dr

Penyesuaian nilai persediaan

Persedisan

Setelah dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi

SAIBA akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas

Dr Cr

Jurmal Alorusal

Dr Cr

Beban

Persediaan

Penyeguaiatt

Nilai| X

Penyesuaian Nilai Persediaan X

Sehingga jurnal akhir yang terbentuk sebagai berikut:

Jurnal Kas

Dr Cr

Jurnal Akrual

Dr

Beban

Persediaan

Penyesuaian

Nilaa| X

Persediaan

Pendapatan/Beban penyesuaian nilai persediaan akan disajikan pada

surplus/ defisit

kegiatan non

Operasional.

operasional

lainnya dalam Laporan

[«
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b. Koreksi dan Reklasifikasi Persediaan TAB

Transaksi koreksi dan reklasifikasi persediaan juga berdampak pada

timbulnya penyesuaian nilai persediaan. Dalam hal terjadi

koreksi

penambahan atau reklasifikasi masuk persediaan, akan terbentuk jurnal

sebagai berikut:

Tgl

Jurnal Akruaal

Persediaan

Penyesnuaian nilad persediaan

Setelah dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi

SAIBA akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jumal Kas

Dr

Cr

Jurnal Akrusail

Peniyesuaian Nilai Persediaan

Penndapatan Penyesuaian Nilai

Persediaan

Sehingga jurnal akhir yang terbentuk sebagai berikut:

Jurnal Kas

Dr

Cr

Jurnal Akraal

Persediaan

Pendapatan Penyesuaian Nilai

Persediaan

Sedangkan untuk transaksi koreksi pengurangan dan reklasifikasi keluar

persediaan, akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Tgl

Jurnal Akrusal

Penyesuvalan nilad persedizan

Persediaan

X

Setelah dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi

SAIBA akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas D Cr Juamal Alcrual Dr Cr
Beban Pengyesuaian Nilaa| X
Persediaan
Penyvesuaian Nilai Persediaan X

[
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Sehingga jurnal akhir yang terbentuk sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurmal Akrual Dr Cr
Beban Penyesuaian Nilai| X
Persediaan
Persediaan X

c. Pembulatan Pencatatan Persediaan dalam Aplikasi Persediaan

Pada saat dilakukan pencatatan perolehan persediaan, terutama yang
berasal dari transaksi pembelian, harga satuan persediaan yang direkam
dalam Aplikasi Persediaan harus bulat (tanpa koma). Namun demikian,
dalam praktik di lapangan tetap dimungkinkan terjadinya perolehan
persediaan dengan harga satuan tidak bulat. Terhadap kondisi tersebut,
dapat dilakukan pembulatan dalam melakukan perekaman pada Aplikasi
Persediaan, sehingga mengakibatkan timbulnya selisih nilai perolehan
antara Aplikasi Persediaan dengan Aplikasi SAIBA (nilai SP2D). Dalam hal
nilai pada Aplikasi Persediaan lebih besar daripada nilai pada Aplikasi

SAIBA, maka dilakukan jurnal akrual sebagai berikut:

Tgt | Jurnal Akrual Dr Cr
Persediaan belum diregister x
Penyesuaian nilai persediaan X

Setelah dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi

SAIBA akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurmald Akrual Dr Cr

b

Penyesuaian Nilai Persediaan

Pendapatan Penyesuaian Nilad X

Persediaan

Sehingga jurnal akhir yang terbentuk sebagai berikut:

Jurnal Kas D Cr Jurnal Alcrual Dr o

Persediaan xX

Pendapatan Penyesuaian Nilai x

Persediaan

Dalam hal nilai pada Aplikasi Persediaan lebih kecil daripada nilai pada

Aplikasi SAIBA, maka dilakukan jurnal akrual sebagai berikut:
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Tgl Jurnal Akcual Dr Cr
Penyesuaian nilai persediaan X
Persediasan belum diregister X

Setelah dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi

SAIBA akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Beban Penyesuaian Nitai| X
Persediaan
Penyesuaian Nilai Persediaan X

Sehingga jurnal akhir yang terbentuk sebagai berikut:

Jurnal Kas Dr Cr Jurnal Akrual Dr Cr
Beban Penyesuaian Nilai| X |
Persediaan .
Persediaan X

5. Transfer Masuk Persediaan

Transfer masuk adalah penerimaan dari entitas lain yang masih dalam

satu entitas pelaporan terkonsolidasi, baik pada tingkat bawah (antar satker

dalam satu K/L) atau tingkat atas (antar satker dan antar K/L). Transaksi ini

dicatat dengan menambah persediaan dan mengkredit akun transfer masuk.

Akun transfer masuk ini merupakan akun penambah ekuitas pada periode

berjalan. Transfer masuk dicatat sebagai berikut:

Tel Jurnal Akrual

Dr Cr

Persediaan

Tran=fer Ma=zuk

6. Transfer Keluar Persediaan

Transfer keluar adalah pengiriman ke entitas lain yang masih dalam satu

entitas pelaporan terkonsolidasi,baik pada tingkat bawah (antar satker dalam

satu K/L) atau tingkat atas (antar satker dan antar K/L). Transaksi ini dicatat

dengan mengurangi persediaan dan mendebet akun transfer keluar. Akun

transfer keluar ini merupakan akun pengurang ekuitas pada periode berjalan.

Transfer keluar dicatat sebagai berikut:

e
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Tgl Jurnal Akraal Dr Cr

Transfer Keluar X

Persediaan X

7. Hibah Masuk Persediaan

Hibah masuk persediaan merupakan penerimaan persediaan dari entitas
akuntansi lain yang tidak termasuk dalam satu entitas pelaporan
terkonsolidasi (Pemerintah Pusat), misalnya hibah yang berasal dari
masyarakat atau pemerintah daerah (pemda). Penerimaan persediaan tersebut
akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan
secara hukum, seperti adanya akta hibah. Pada saat persediaan diterima
dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), satuan kerja melakukan
perekaman pada Aplikasi Persediaan melalui menu transaksi perolehan hibah

masuk, sehingga akan terbentuk jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Alcrual Dr Cr

Persedisan X

Persediaan yang belum diregister X

Selain itu satuan kerja harus melakukan jurnal penyesuaian pada Aplikasi

SAIBA dengan jurnal akrual secara manual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Persediaan yang belum diregister X
Hibal langsung yang belum disahlkan X

Setelah dilakukan pengesahan sehingga terbit Persetujuan MPHL-BJS,
kemudian dilakukan perekaman pada Aplikasi SAIBA, maka akan terbentuk

jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akraal Dr Cr
Hibah langsung yang belum disahkan X
Pengesahan hibah langsung X

8. Hibah Keluar Persediaan
Hibah keluar persediaan merupakan penyerahan persediaan secara
sukarela kepada entitas akuntansi lain yang tidak termasuk dalam satu entitas

pelaporan terkonsolidasi (Pemerintah Pusat), misalnya penyerahan kepada
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pemerintah daerah atau masyarakat. Jurnal akrual yang terbentuk karena

transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akruaal Dr Cr

Beban barang untuk diserahkan kepada

masyarakat/pemda

| Persediaan barang untuk dijual/diserahkan kepada

masyarakat)/pemda

9. Persediaan Usang/Rusak

Ketika kondisi persediaan sudah usang/rusak, maka perlu dilakukan
pencatatan atas persediaan usang/rusak tersebut melalui menu transaksi

persediaan keluar pada Aplikasi Persediaan. Pencatatan tersebut akan

membentuk jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akraal Dr Cr

Beban kerugian persediaan usang/rusak X

Persediaan xx X

10. Opname Fisik Persediaan

Setiap akhir periode pelaporan, satuan kerja harus melakukan opname
fisik atas persediaan untuk memastikan kesesuaian fisik dan catatan
persediaan. Dalam hal terjadi perbedaan, nilai persediaan dicatat berdasarkan
hasil opname fisik sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas data nilai
persediaan. Pencatatan jurnal untuk opname fisik persediaan dijelaskan pada

Bab V modul ini.

C. Transaksi Aset Tetap / Aset Lainnya
1.Saldo Awal Aset Tetap/Aset Lainnya

Dalam penatausahaan aset tetap/aset lainnya, dimungkinkan terdapat
aset tetap/aset lainnya yang sebetulnya telah diperoleh satuan kerja sejak
periode pelaporan sebelumnya namun belum dilakukan pencatatan sehingga
belum tersaji dalam neraca. Ketika diketahui kondisi tersebut pada periode
berjalan, satuan kerja melakukan pencatatan aset tetap/aset lainnya
dimaksud sebagai koreksi saldo awal, namun tidak melakukan penyajian ulang
atas neraca periode sebelumnya. Pencatatan persediaan tersebut akan
menambah ekuitas pada periode berjalan, sehingga menghasilkan pencatatan

sebagai berikut:
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Tgl Jurnal Akrual Debet | Kredit
Aset Tetap X
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnyva Non x
Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Nan X
Revaluasi
Akumulasi penyusutarn aset tetap X

2.Perolehan atau Pengadaan Aset Tetap/Aset Lainnya

Pada praktiknya di lapangan, belanja modal dapat menghasilkan aset
intrakomptabel atau aset ekstrakomptabel. Pencatatan yang dilakukan terkait

pembelian atau pengadaan aset tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aset Intrakomptabel

Pembelian aset tetap/aset lainnya yang sudah dicatat dalam SIMAK-BMN dan
merupakan aset intrakomptabel, maka pada saat pencatatan dalam SAIBA

akan dihasilkan jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnsl Akrual Dr Cr

Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister X

Ditagihkan ke Entitas Lain X

Hasil perekaman pada Aplikasi SIMAK-BMN yang dikirim ke Aplikasi SAIBA

akan membentuk jurnal yang akan mengeliminasi aset tetap yang belum

diregister, yaitu:

Tgl Jurnal Alcrual Dr Cr
Aset Tetap/Aset Lainnya X
Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Daregister X

b. Aset Ekstrakomptabel

Pencatatan transaksi pembelian aset ekstrakomptabel menggunakan belanja

modal dalam Aplikasi SAIBA akan menghasilkan jurnal akrual sebagai berikut:

“Tgl Juraal Akruaal Dr Cr

Aset TetapfAset Lainnya yang Belum Diregister X

Ditagihkan ke Entitas Lain x

Karena perolehan aset ekstrakomptabel tidak dikapitalisasi sebagai aset
tetap/aset lainnya, maka tidak ada jurnal hasil perekaman dari Aplikasi

SIMAK-BMN yang dikirim ke Aplikasi SAIBA, sehingga akun aset tetap/aset
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lainnya yang belum diregister tidak dapat tereliminasi secara otomatis. Jika
sampai akhir periode akuntansi karena pertimbangan manajemen tidak
dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan

jurnal koreksi sebagai berikut:

Tgl Jurnal Alrual Dr Cr
Beban aset ekstrakomptabel >
Aset Tetap/Aset Lainnya yvang Belum Diregister x

3. Perolehan/Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan/ATB Dalam
Pengerjaan
Pengadaan aset tetap/aset lainnya yang melalui proses pembangunan

dan tercatat dalam kartu KDP/ATB Dalam Pengerjaan maka dalam Aplikasi
SAIBA akan terbentuk jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Konstruksi dalam pengerjaan/ATB Dalam %
Pengerjaan '

Aset tetap/Aset Lainnya yang belum diregister X

4. Penyelesaian KDP/ATB Dalam Pengerjaan

Setelah pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai dan siap digunakan
sesuai dengan tujuan perolehannya, maka suatu Konstruksi Dalam
Pengerjaan/ATB Dalam Pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap/aset lainnya.
Apabila aset tetap/aset lainnya yang diperoleh melalui proses pembangunan
telah selesai pembangunannya dan telah tercatat dalam kartu KDP/ATB
Dalam Pengerjaan maka terbentuk jurnal pada Aplikasi SIMAK BMN sebagai

berikut:

Tgl Jurnal Alkrual Dr Cr

Aset Tetapf Aset Lainnya X

Konstruk=si Dalam  Pengerjaan/ ATB Dalam

Penxgerjaan

5. Transfer Masuk Aset Tetap/Aset Lainnya

Transfer masuk adalah penerimaan aset tetap/aset lainnya dari entitas
lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi, baik pada tingkat

bawah (antar satker dalam satu K/L) atau tingkat atas (antar satker dan antar
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K/L). Atas transfer masuk ini Aplikasi SIMAK BMN akan membentuk jurnal

sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akraal Dr Cr
Aset Tetap/fAset Lainnysa X
Transfer Masuk X
Transfer Masuk X

Alumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Tetap/Aset

Laannys

6. Transfer Keluar Aset Tetap/Aset Lainnya

Transfer keluar adalah pengiriman/penyerahan aset tetap/aset lainnya
ke entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi, baik
pada tingkat bawah (antar satker dalam satu K/L) atau tingkat atas (antar
satker dan antar K/L). Atas transfer keluar ini Aplikasi SIMAK BMN akan

membentuk jurnal sebagai berikut:

Tel | Jurnal Akrual Dr Cr
Transier Keluar X
Aset Tetap/aset laannya X
Alumulasi Penyusutan/ Amortisasi aset tetap/aset
lainnys X
Transfer Keluar xX

Transaksi transfer masuk dan transfer keluar merupakan transaksi antar

entitas yang akan disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.
7.Penghentian Aset Tetap dari Penggunaan

Suatu aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, tidak
memenuhi definisi aset tetap, sehingga aset tersebut dipindahkan ke pos aset
lainnya sesuai nilai tercatatnya, yaitu nilai perolehan dan nilai akumulasi

penyusutan aset. Sehingga saat penghentian aset tetap Aplikasi SIMAK BMN

membentuk jurnal sebagai berikut:

Tgl Jurnal Alkruaal Dr Cr
Axumulasi Penyusutan- Aset Tetap X
Aset Tetap X
Aset Lammnya X
Alcumula=i penyusutan - Aset Lainnys X
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8. Penggunaan Kembali Aset Tetap/Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan wuntuk keperluan operasional
pemerintah yang tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Apabila Aset tersebut digunakan
kembali baik dengan biaya tambahan maupun tanpa biaya tambahan maka
aset tersebut dikembalikan dari aset lainnya ke Aset Tetap sebelumnya. Bila
terdapat biaya tambahan semacam overhaul atau biaya pemindahan fisik aset
agar terpasang dengan baik, maka biaya yang dikeluarkan harus dikapitalisasi

sebagai penambah nilai aset.

Atas transaksi penggunaan kembali tersebut, Aplikasi SIMAK BMN

membentuk jurnal sebagai berikut:

Tgel Jurnal Akrual Dr Cr
Alcumulasi Penyusutan- Aset Tetap X
Aset Tetap X
Aset Lainnya xX
Alcumulasi penyusutarn - Aset Lainnys X

9. Hibah Masuk Aset Tetap/Aset Lainnya
Pada saat aset tetap yang berasal dari hibah diterima dengan Berita

Acara Serah Terima Barang (BAST), satuan kerja melakukan perekaman pada
Aplikasi SIMAK-BMN melalui menu transaksi perolehan hibah masuk,

sehingga akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Tgl Jurnal Alkcraal Dr Cr
Aset Tetap fAset Lainnya =
Aset Tetap fAset Lainnya yang Belum Diregister X

Selain itu, satuan kerja melakukan jurnal penyesuaian secara manual kategori

hibah langsung pada Aplikasi SAIBA, sebagai berikut:

Tel Jurnal Akrual Dr Cr
Aset Tetap fAset Lainnya yang Belum Diregister X
Hibah Langsung yvang Belum disahkan X

Satuan kerja yang menerima hibah aset tetap melakukan pengesahan.sesuai
mekanisme yang ditetapkan. Setelah dilakukan pengesahan sehingga terbit
persetujuan MPHL-BJS, selanjutnya dilakukan perekaman pada Aplikasi
SAIBA akan terbentuk jurnal akrual sebagai berikut:
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Tgl Jurnal Akrasal ; Dr Cr
Hibah Langsung vang Belum Disahkan X
Penngesahan Hibah Langsung X

10. Hibah Keluar Aset Tetap/Aset Lainnya
Aset Pemerintah yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset tetap
dan/atau aset lainnya, kemudian diserahkan secara sukarela kepada
Pemerintah Daerah/BUMD atau masyarakat tanpa adanya kompensasi yang
diterima merupakan hibah keluar dan dicatat sebagai beban pelepasan aset.

Jurnal akrual yang dibentuk karena transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Beban Kerugian Pelepasan Aset X
Aset Tetap X
Alcumulasi Penyusutan X
Beban Kerugian Pelepasan Aset X

Mekanisme penyerahan dan pencatatan aset keluar dilaksanakan sesuai
dengan peraturan yang mengatur mengenai BMN.
11. Rampasan/Sitaan Aset Tetap/Aset Lainnya

Atas perekaman transaksi perolehan dari rampasan/sitaan Aplikasi

SIMAK BMN membentuk jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrusl Dr Cr

Aset Tetap/Aset Laannya X

Pendapatan Sitaan/Rampasan

12. Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap/Aset Lainnya

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai
penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan
operasional. Jurnal penyesuaian penyusutan Aset Tetap/Aset lainnya akan
dijelaskan pada Bab V modul ini.

Amortisasi adalah pengurangan nilai tak berwujud secara sistematis
yang dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Nilai
amortisasi masing-masing periode diakui sebagai beban amortisasi yang

disajikan di laporan operasional dan mengurangi nilai buku aset tak berwujud
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pada neraca. Jurnal penyesuaian amortisasi akan dijelaskan pada Bab V
modul ini.

IS8 Penghapusan Aset Tetap/Aset Lainnya

Penghapusan adalah tindakan menghapus aset tetap dari daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset yang
berada dalam penguasaannya. Penghapusan dapat dilakukan atas aset yang
sudah tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional maupun atas barang
yang dinyatakan hilang.
a. Aset yang tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional

Aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optiméll lagi
oleh pemerintah daerah, dapat diajukan usulan penghapusannya.
Penghapusan juga dilakukan jika secara ekonomis akan lebih menguntungkan
bagi negara apabila aset tersebut dihapus, karena biaya operasional dan
pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Setelah aset
dinyatakan rusak berat dan diterbitkan SK penghentian BMN dari
penggunaan, maka dilakukan perekaman pada Aplikasi SIMAK-BMN sehingga

terbentuk jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akoasl Dr Cr
Aset tetap yang tidak digunakan dalsm operasi X
pemernntah
Aset tetap X
Alumulasi penyusutan aset tetap X

X

Alamulasi penjyusutan aset tetap yang tidak

digunalcan dalam operasi pemenintah

Ketika SK penghapusan telah diterima, maka dilakukan penghapusan

aset pada Aplikasi SIMAK-BMN sehingga akan terbentuk jurnal akrual sebagai

berikut:
Tgl Jurnal Alcrual Dr Cr
Beban Kerugian Pelepasan Aset X
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi X
pemerintah
pd

Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak
digunaikan dalam operasi pemerintah

Beban Kerugian Pelepasan Aset
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b. Aset tetap/aset lainnya yang dinyatakan hilang

Sesuai ketentuan, pengguna/kuasa pengguna barang mengusulkan
penghapusan barang yang hilang, mengeluarkan dari aset tetap/aset lainnya,
mengakui kerugian pelepasan aset, dan membuat daftar barang yang hilang
sambil menunggu persetujuan penghapusan dari pengelola barang.Hal ini

dalam rangka penerapan prinsip conservatism.

Pada saat aset tetap dinyatakan hilang dilakukan reklasifikasi aset tetap
menjadi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah, sehingga

membentuk jurnal sebagai berikut:

Tgl Jurnal Alerual Dr Cr
Aset tetap yang tidak digunakan dalaam operasi x
pemerintalh
Aset tetap X
Alcomulasi penyusutan aset tetap e
Altamulas=si penjusutan aset tetap yang tidak X
dipunakan dalam operasi pemerintah

Pada saat pengusulan penghapusan atas aset tetap/aset lainnya yang

hilang Aplikasi SIMAK BMN membentuk jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual | Dr Cr
Beban Kerugian Pelepasan Aset =X
Aset Tetap/Aset Lainnya >
Alcumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Tetap/Aset =
Lainnya
Beban Kerugian Pelepasan Aset x

Pencatatan tuntutan ganti rugi yang timbul karena kehilangan aset

tetap/aset lainnya dilakukan sesuai jurnal pada transaksi piutang.

D. Kas di Bendahara Pengeluaran .

Ketika terjadi kehilangan kas di bendahara pengeluaran dan sudah ada
penetapan Piutang TP/TGR, kas di bendahara pengeluaran direklasifikasikan
menjadi Piutang TP/TGR. Jurnal penyesﬁaian untuk mereklasifikasi akun kas

di bendahara pengeluaran menjadi Piutang TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Tang Muka dani KPPN X
Kas di Bendahara Pengeluaran X
Piutang TP/ TGR X
Pendapatan Penyelesaian TP/TGR X
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Penyetoran untuk pembayaran piutang TP/TGR atas kehilangan kas di
bendahara pengeluaran dilakukan dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN)
menggunakan akun pendapatan penyelesaian TP/TGR. Atas setoran tersebut,
satuan kerja mencatat BPN tersebut pada Aplikasi SAIBA, sehingga

membentuk jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl Jurnal Alcrual Dr Cr

Diterima dari entitas lain X

Pmutang TP/TGR X

E. Transaksi Transfer Masuk/Transfer Keluar Non BMN
1. Transfer Masuk Non BMN

Transfer masuk non BMN terjadi ketika satuan kerja menerima aset non
BMNdari entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi,

- baik pada tingkat bawah (antar satker dalam satu K/L), maupun pada tingkat
atas (antar satker dan antar K/L). Contoh transaksi transfer masuk/keluar
adalah ketika adanya proses likuidasi. Transfer masuk dicatat dengan jurnal

sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Asetnon BMN X
Transfer masuk X
Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Transfer masuk XX
Kewajiban X

2. Transfer Keluar BMN

Transfer keluar non BMN terjadi ketika satuan kerja mengirim atau
memberi aset non persediaan/BMN ke entitas lain yang masih dalam satu
entitas pelaporan terkonsolidasi, baik pada tingkat bawah (antar satker dalam
satu K/L) maupun pada tingkat atas (antar satker dan antar K/L). Transfer

keluar dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Transfer keluar X

Aset BMN >

v
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Tgl

Jurnal Akrual

Kewsajibat

Transfer keluar
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BAB V
PENYESUAIAN DAN KOREKSI

A. Penyesuaian
Penyesuaian merupakan sarana memutakhirkan data dalam akuntansi

berbasis akrual. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun
pendapatan dan beban akrual, sehingga laporan yang akan disajikan
memenuhi konsep periodisitas dan bahkan dapat memenuhi prinsip matching
cost againts revenue, walaupun dalam pemerintahan tidak terlalu ditonjolkan.
Dengan penyesuaian, pendapatan dapat disajikan sesuai dengan nilai
pendapatan yang sesungguhnya yaitu semua hak yang sudah diterima
maupun belum diterima, tidak sebatas kas yang diterima saja. Demikian pula
beban, yang merupakan kewajiban atau pengorbanan yang terjadi pada
periode akuntansi tersebut.

Jurnal penyesuaian dilakukan berdasarkan informasi pada dokumen
sumber pendukung yang dituangkan dalam Formulir Memo Penyesuaian. Atas
memo penyesuaian tersebut, satker menginput pada Aplikasi SAIBA melalui
menu jurnal penyesuaian. Format formulir memo penyesuaian disajikan pada

Gambar 5.1 sebagai berikut:

|

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kormenterian Negara/Lembaga

Eroion

WWilayah

Saluma Kerja

Mo, Dokwemean

Tanggad

Tahun Anggaran

Ketaerangan

Kavegor Jurnat Ponyosunsian

Penaspatan Ditedrma i kuka [C77") wareksi Antar Beban

Pondapatan Yang Maaih Harus Ditorima _"'_} *andapatar) Selisth Kues 8olum Terealisasi

Betanfx Dioayar DI Muka Beban Salisih Kurs Belum Teceahisuxi

—ZJ Betanle Yang Masin Harus Dioayar Pembentukan Pitang Jangks Panjsng
[} Peayisihan Padang

[} Ponghapusan Piutang

Peambentuken Futang Jangks Pendek

Franstartdasuk

f YransferKeiuar

Paenyusutan Aser

| ®ms (% Bendehera Penenmaan Retaasifikasi Neraca

Ko ¢l Benganara: Peogolusson  — 7] 2oceseni
[} Perssdiasn
el DK [ Kada Akin [T Uralan Meme Akun | Rupish Debel | Ruogan Kredit
! i ot
i !
Dibuat oleh Dusalujui oleh Direkam aleh :
Tanggal 3 Tangqal £ Tanggal

Gambar 5.1 Formulir Memo Penyesuaian

Pada umumnya jurnal penyesuaian dilakukan setiap akhir periode atau
akhir tahun, meskipun beberapa jenis penyesuaian dilakukan setiap semester

sesuai dengan peraturan teknis yang sudah ada. Atas beberapa jurnal
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penyesuaian tersebut, satker melakukan jurnal balik pada awal periode
berikutnya.
Penyesuaian atas pos/akun yang perlu dilakukan dan periode

penyesuaiannya disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Penyesuaian dan Periode Dilakukan Penyesuaian

No PosfAkun Pmi?"@? ;alm;i
< Awal Talnm
1 Pendapatan Diterirna P4 Mulca | Tahurars Perlua
1 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Tahurnan Perlu
3 | Belanja Dibayar Di Mulka Tahunan Perlu
4 Belanja Yang Masilv Harus Dikayar Tahuwnan Perlu
5 | Penyisihan Piutang Semesteran. Tidalk
& Penyusutan dan Amortisasi Semesteran Tidsalc
7 | Kas Lainnya di Bendshsara Pengeluaran Tahurary Tidak
& Kas di Benndahara Penerimaan. Tahunan Tidalk
TS | Reklaszifikas=i Piutang Tahunan Perlu
10 | Kas Lainnys di Bendahara Penerimaan Tahunan Tidalk
11 | Perzedisan Semesteran Tidalk
12 | Kelebhilkan Pembayaran Pajak/FPINBP Tahunan Tidalc
13 | Usng Mulka Belanja Tahunan Tidalk

Penyesuaian untuk periode yang lebih pendek dapat dilakukan dalam rangka
penyajian yang lebih wajar.
1. Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan pajak dan/atau
pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi
belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban
pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak
ketiga. Pencatatan pendapatan diterima di muka dilakukan dengan jurnal

penyesuaian sebagai berikut:

Tanggal Jurnal Akrual Debet Kredit
Pendapatan PNBP x
Pendapatsn diterima di muka X
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Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di

atas.

2.Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan PNBP yang
berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah

tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Pendapatan yang masih harus diterima tidak sama dengan piutang
PNBP, dimana pengertian piutang PNBP adalah pendapatan PNBP tahun
berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul
hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo) namun belum diterima
pembayarannya. Perbedaan antara pendapatan yang masih harus diterima dan

piutang PNBP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Perbedaan Piutang dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

- s Piutang Pendapatan Yang Masih Harus
Diterima
1 | Dasar pengakuan | Penetapan Perhitungan akuntansi
2 | Dokumen sumber | Surat Tagihan/Surat | Perhitungan dan memo
Penetapan/ yang penyesuaian
dipersamakan
3 | Hak Tagih Telah memiliki hak | Belum memiliki hak tagih
tagih
4 | Perlakuan - Tidak dilakukan | - Dilakukan jurnal balik pada
Akuntansi jurnal balik pada| awal periode berikutnya
awal periode | - Tidak disisihkan
berikutnya
- Disisihkan atas
kemungkinan
piutang tak tertagih
5 | Porsi Pendapatan | Sudah meliputi | Hanya sebagian dari jumlah
seluruh jumlah | pendapatan yang ada pada
pendapatan yang ada | kontrak = pendapatan/ hak
pada kontrak | pemerintah yang akan diterima
pendapatan/ hak
pemerintah yang
akan diterima

Dokumen yang dapat digunakan dalam pengakuan pendapatan ini seperti

surat perjanjian, transaksi bisnis berjangka, dan lain-lain. Jika terdapat
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dokumen tersebut dan diketahui atau dapat dihitung nilainya, maka dicatat

dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Tanggal Jurnal Alorual Debet Kredit
Des 31 | Penndapatan yang Masih Harus Diterims XX
Pendapatan PNEFP X

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di

atas.

Atas pendapatan yang seharusnya sudah diterima pada periode berjalan
tetapi belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan, diakui sebagai

piutang dengan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Tanggsal Jurnal Akrual Debet Kredit
Des 31 | Piutang PNBP x
Pendapatan PNBP X

3. Belanja Dibayar Di Muka

Belanja dibayar di muka adalah pengeluaran belanja pada tahun
berjalan atau tahun sebelumnya tetapi manfaatnya melampaui tahun
anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih terdapat manfaat
yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Beban dibayar di muka
secara umum terkait dengan transaksi seperti jasa sewa, domain website, dan
kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi pemerintah sebagai pemberi
kerja. Identifikasi beban dibayar di muka dilakukan dengan melihat dokumen
pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrak atau waktu pelayanan
jasa yang akan diberikan. Jika masa pelayanan penyedia melebihi atau
melewati tahun anggaran maka dilakukan koreksi beban pada laporan

operasional dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Tanggal Jurnal Akrual Debet Kredit
Des 31 | Belanja dibayar di muka xX
Beban oo

Untuk menyesuaikan beban urtuk tabuar berjoalan

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di
atas.

Selain pengeluaran belanja, belanja barang dibayar di muka juga bisa
timbul karena ada bantuan pemerintah yang hingga akhir periode pelaporan
masih belum disahkan BAST-nya. Bantuan pemerintah dalam bentuk uang
atas bantuan sarana/prasarana rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan,
maupun bentuk lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dialokasikan pada kelompok akun
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (akun 526XXX).
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Jika pada akhir periode pelaporan masih terdapat BAST yang belum disahkan
oleh PPK, maka persediaan belum diregister direklasifikasi menjadi Belanja

Dibayar Di Muka dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Tgl Jurnsal &lcrual Dr Cr
Des 31 | Belanja Barang Dibayar Dimuka x
Persediaan yang Belum Diregister X

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di

atas.

4. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang masih harus dibayar adalah tagihan pihak ketiga atau
kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan
keuangan belum dibayarkan. Tagihan yang belum dapat dibayarkan terjadi
karena dana yang tersedia pada tahun anggaran berjalan tidak mencukupi,
atau karena alasan lain, sehingga harus menunggu anggaran tahun berikutnya

sesuai ketentuan yang berlaku.

Belanja yang masih harus dibayar tersebut harus diidentifikasi pada
akhir tahun anggaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan
bahwa terdapat kewajiban pemerintah yang masih belum dibayar sampai
dengan akhir tahun anggaran. Identifikasi belanja yang masih harus dibayar
dapat dilakukan berdasarkan dokumen pendukung dan bukan hanya
perkiraan/estimasi. Dokumen pendukung yang diperlukan adalah seperti: SK
Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan, daftar hadir, tagihan dari penyedia
barang/jasa, BAST, dan lain sebagainya. Selanjutnya dibuatkan daftar untuk
diserahkan kepada petugas/bagian akuntansi (SAI) untuk dibuat rekapitulasi
dan memo jurnal penyesuaiannya. Berdasarkan memo tersebut, maka

dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Tanggal Jurnal Alkrasl Debet Kredit
Des 31 | Beban xxx X
Belanja yang masih harus dibayar x

Untuk mencatat beban tahun berjalan yang masih harus dibayar
pada periode berikutnya

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di

atas.

Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak
mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan

pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset

Z
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yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diterima

tetapi belum dibayar maka diakui sebagai kewajiban, dan satker perlu

melakukan jurnal sebagai berikut:

- Tgl Jurnal Akrual Dir. Cr.
Des 31| Aset Tetap)/Lainnya Yang Belum Diregister X
Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar X

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di

atas.

5. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus disajikan sebesar nilai bersih yang
dapat direalisasikan (net realizable value). Estimasi nilai penyisihan piutang
tak tertagih dilakukan dengan menganalisis kualitas ketertagihan piutang.
Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dihitung sesuai dengan tarif kualitas
piutangnya yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman akuntansi
penyisihan piutang tak tertagih. Jurnal yang dibuat terkait dengan penyisihan

piutang adalah sebagai berikut:

Tgl Jurmal Akrual Dir. Cr.
Des 31 | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih X
Penyisibhan Piutang Tak Tertagih X

6. Penyusutan dan Amortisasi

a. Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai
penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam
laporan operasional. Sehingga pada saat dilakukan penyusutan pada

Aplikasi SIMAK-BMN terbentuk jurnal sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Des 31 | Beban Penyusutan dan Amortisasi >

Alcumulasi penyusutan aset tetap/Aset

laannya

(¢
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b. Amortisasi
Amortisasi adalah pengurangan nilai tak berwujud secara sistematis yang
dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Nilai
amortisasi masing-masing periode diakui sebagai beban amortisasi yang
disajikan di laporan operasional dan mengurangi nilai buku aset tak

berwujud pada neraca. Sehingga pada saat dilakukan amortisasi terbentuk

jurnal sebagai berikut:

Tel Jurnal Alkkrual Dr Cr
Des 31 | Beban Penyusutan dan Amortisasi xX
Alcamulasi amortisasi ATE »

7. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang
berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa pajak yang
belum disetor dan uang pihak ketiga lainnya yang belum diserahkan seperti
honorarium pegawai dan uang perjalanan dinas. Jurnal penyesuaian yang
perlu direkam terkait dengan adanya kas lainnya di Bendahara Pengeluaran
adalah sebagai berikut:
a. Kas lainnya berupa potongan pajak oleh bendahara pengeluaran tetapi

belum disetor ke kas negara.

Tgl Jurnal Akrual Dr. Cr.

Des 31 | Kas Lainnya di Bendahars Pengeluaran X

Utang pajak bendahara pengeluaran yang

belum disetor

b. Kas lainnya berupa uang pihak ketiga lainnya yang belum diserahkan.

Tgel Jurnal Akraal Dr Cr
Des 31 | Ka=s Lainnysa di Bendahara Pengeluaran X
TUtang kepada pithak ketiga x

Pada saat potongan pajak yang ada di bendahara pengeluaran di setor atau
kas lainnya diserahkan kepada pihak ketiga yang berhak menerima, maka

dilakukan koreksi dengan membalik akun jurnal penyesuaian di atas.

8. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan satker yang masih ada pada akhir periode
pelaporan mengindikasikan masih adanya penerimaan negara yang belum

disetor ke kas negara. Penerimaan tersebut belum dapat diakui sebagai
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pendapatan di LRA, tetapi harus diakui sebagai pendapatan dalam laporan

operasional. Oleh karena itu perlu, dilakukan penyesuaian dengan jurnal

sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrusal Dr Cr
Des 31 | Kas di Bendahara Penerimaan X
Pendapatan PNBP X

GBila pada periode berikutnya terdapat penyetoran uang yang ada pada
bendahara penerimaan di atas pada saat tersebut juga dilakukan penyesuaian
saldo kas di bendahara penerimaan. Misalnya saldo kas di bendahara
penerimaan per 31 Desember 2015 disetor ke kas negara pada tanggal 2
Januari 2016. Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo kas di

bendahara penerimaan pada tanggal penyetoran adalah:

Tgl Jurnal Alkcrual Dr Cr
Des 2 Pendapatan PNBP X
Kas di Bendahara Penerimaan X

Urntuk menyesuaikan kas yang disetor dart
Bendahara Penerimaart

9. Reklasifikasi Piutang

Apabila pada akhir tahun terdapat TPA/TP/TGR/piutang jangka panjang
lainnya yang jatuh tempo atau kemungkinan dapat diterima/diharapkan dapat
diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
maka pada akhir tahun dapat dilakukan reklasifikasi ke dalam bagian lancar

TPA/TP/TGR/piutang jangka panjang lainnya, dengan jurnal sebagai berikut:

Tel Jurnal Akrual Dr Cr

Bagian lancar TPA/TP/TGR/piutang jangksa
De=s 31 ) 3 xX
panjang lainnya

Piutang TPA/TP/TGR/piutang jangka panjang

lainnya

Pada awal tahun anggaran berikutnya, dilakukan jurnal balik atas jurnal
reklasifikasi piutang tersebut.
10. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Tidak seluruh kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan
merupakan hak pemerintah yang dapat diakui sebagai pendapatan. Misalnya:

uang jaminan lelang pada Bendahara Penerimaan KPKNL Kementerian
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Keuangan, yang nantinya akan dikembalikan kepada peserta lelang yang
bukan merupakan pemenang lelang. Pencatatan kas yang berada dalam

pengelolaan Bendahara Penerimaan dilakukan dengan jurnal penyesuaian

sebagai berikut:

a. Dana Pihak Ketiga

Tgl Jurnal Akrusal Dr Ca
Des 31 | Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan >
Dana Pihalk Ketiga xX

b. Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor

Tgl Jurnal Alkrual Dr Cr

- Des 31 | Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan xX

Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang

Belum Disetor

Pada saat pajak yang ada di bendahara penerimaan di setor atau kas lainnya
diserahkan kepada pihak ketiga yang berhak menerima, maka dilakukan

koreksi dengan membalik akun jurnal penyesuaian di atas.

11. Persediaan

Setiap akhir periode pelaporan, satuan kerja harus melakukan opname
fisik atas persediaan untuk memastikan kesesuaian fisik dan catatan
persediaan. Dalam hal terjadi perbedaan, maka perlu dilakukan penyesuaian
data nilai persediaan. Bila pencatatan > hasil opname fisik, maka perlu

dilakukan jurnal sebagai berikut:

Tanggal Jurnal Alcrual Debet | Kredit
Des 31 | Beban persediaan x

i Persediaan xxx X

Sedangkan bila pencatatan < hasil opname fisik, maka dilakukan jurnal

sebagai berikut:

Tanggsd Jumal Alcrual Debet | Kredit
Des 31 | Persediaan xxx X

Beban persediaan =

12. Kelebihan Pembayaran Pajak/PNBP

Kelebihan pembayaranpajak/PNBP terjadi apabila jumlah pajak/PNBP
yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak/PNBP terutang. Bila pada akhir
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periode pelaporan terdapat kelebihan pembayaran pajak/PNBP, namun
pengembalian pajak/PNBP tersebut belum direalisasikan, maka satuan kerja
mencatatnya sebagai utang kelebihan bayar pajak/PNBP. Pencatatan

dilakukan dengan membuat jurnal sebagai berikut:

a. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak/Bea/Cukai

Tanggad Jurnal Akraal Debet Kredit
Des 31 | Pendapatan pajak/bea/cukad XX
Utang kelebihan bayar pajak/bea/ calea xX

Pada saat terbit SP2D atas SPMKP/SPMKB/SPMKC, Aplikasi SAIBA akan

membentuk jurnal sebagai berikut:

Tanggal Jurnal Akrual Debet Kredit
Pendapatan pajak/bea/cukai X
Ditagihkan ke entitas lain X

Selanjutnya satuan kerja merekam jurnal manual sebagai berikut:

Tangeal | Jurnal Akraal Debet Kredit
Utang kelebihan bayarc pajak /bea/cukai X
Pendapatan pajalc/besa)/cukai X

b. Utang Kelebihan Pembayaran PNBP

Tanggal Jurnal Alkerual Debet Kredit
Des 31 | Pendapatan PNBP xX
Utang kelebithan PpemMbaAFaratL X
pendapatan PNBP

Pada saat terbit SP2D atas SPMPP yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat

(atas beban SAL), satuan kerja merekam jurnal sebagai berikut:

Tanggal Jurnal Alcrual Debet Kredat
Utang kelebihan pembayaran X
pendapatan PNBP
Korelksi Lainnya xX

13. Uang Muka Belanja

Uang muka belanja adalah pembayaran di muka atas belanja yang
diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil
pekerjaan/jasa. Apabila ada pembayaran uang muka belanja sedangkan
prestasi pekerjaan belum diselesaikan seluruhnya atau sebagian atau

pembayaran tersebut belum dikembalikan, maka terhadap pengeluaran
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belanja tersebut pada tanggal pelaporan dicatat sebagai uang muka belanja

dan mengkredit akun yang sesuai.

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Uang mulksa belanja xxx X
Beban fAset yang belum diregister P

14. Hibah Langsung

Bentuk hibah langsung yang diterima Kementerian/Lembaga dapat
berupa uang, barang, atau jasa. Pencatatan hibah langsung berupa
uang/barang/jasa sejak diterima sampai dengan pengesahan dilakukan
dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Bab III dan Bab IV
modul ini. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran hibah langsung
berupa uang, barang atau jasa belum diajukan pengesahannya, maka

perlakuan akuntansinya sebagai berikut.
a. Hibah Langsung Uang
1) Penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung pada tahun berjalan

(a) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung yang
dilakukan pada tahun berjalan tidak menghasilkan aset, Satker

merekam jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Beban xxx X

Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum .

Disahkan

(b) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung yang
dilakukan pada tahun berjalan menghasilkan aset, Satker merekam

jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum .

Diregister

Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum .

Disahkan

Selanjutnya Satker merekam aset tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan
dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca sepanjang

memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pada Aplikasi Persediaan
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dan/atau SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset tersebut
tertanggal tahun berjalan dilakukan melalui menu Perolehan Lainnya.

Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya X
Pendapatan Perolehan Lainnya X

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar

merekam jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Pendapatan Perolehan Lainnya X

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum

Diregister

2) Hibah langsung uang yang digunakan pada tahun anggaran yang lalu yang
atas penerimaan dana hibah tersebut pada tahun anggaran yang lalu telah

disajikan sebagai Kas Lainnya di KL dari Hibah yang belum disahkan

(a) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung pada tahun
yang lalu tidak menghasilkan aset, maka berdasarkan bukti-bukti
pengeluaran tertanggal tahun anggaran yang lalu tersebut Satker

merekam jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Koreksi Lainnya X

Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum .

Disahkan

(b) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung pada tahun
yang lalu menghasilkan aset, maka berdasarkan bukti-bukti
pengeluaran tertanggal tahun anggaran yang lalu tersebut Satker

merekam jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya X

Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum

Disahkan
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Selanjutnya berdasarkan bukti perolehan, Satker merekam aset tersebut
ke dalam Aplikasi Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN dan
menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi.
Pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN apabila
BAST atas perolehan aset tertanggal tahun yang lalu, dilakukan melalui
menu Saldo Awal. Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi Persediaan

dan/atau SIMAK-BMN:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya X

Koreksi Nilai Persediaan/Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non X

Revaluasi

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar

merekam jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Koreksi Nilai Persediaan/Koreksi Aset Tetap Non X

Revaluasi

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum .

diregister

Atas penggunaan dana hibah langsung uang baik pada tahun anggaran
berjalan maupun pada tahun anggaran yang lalu, Satker tetap
menyajikan akun Hibah Langsung yang belum Disahkan di dalam
Neraca per 31 Desember dan mengungkapkan secara memadai di dalam
Catatan atas Laporan Keuangan termasuk penjelasan atas belum

dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun.

b. Hibah Langsung Barang/Jasa yang Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran

Belum Dilakukan Pengesahan

Hibah langsung berupa barang/jasa yang belum disahkan sampai dengan

akhir tahun anggaran terdapat beberapa kondisi, yaitu:

1) Atas hibah langsung berupa barang/jasa tersebut sudah diterima

dengan BAST dan satker telah mencatat Beban/Aset serta Hibah
Langsung yang Belum Disahkan. .
Atas kondisi ini, satker tetap menyajikan Hibah Langsung yang Belum

Disahkan di dalam Neraca per 31 Desember dan mengungkapkan secara
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memadai di dalam CalLK termasuk penjelasan atas belum dilakukannya
pengesahan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Atas hibah langsung berupa barang/jasa tersebut sudah diterima
dengan BAST tertanggal tahun anggaran berjalan dan satker belum
mencatat Aset/Beban.

Apabila sampai dengan 31 Desember belum dilakukan pengesahan,
Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan
dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan
sampai dengan akhir tahun.

Atas hibah langsung berupa barang/jasa tersebut sudah diterima
dengan BAST tertanggal tahun anggaran yang lalu dan satker belum
mencatat Aset/Beban.

Satker membuat jurnal pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

(1) Hibah langsung berupa jasa

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Koreksi Lainnya XXX

Hibah Langsung yang belum Disahkan XXX

Apabila sampai dengan 31 Desember belum dilakukan pengesahan,
Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan
dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan
sampai dengan akhir tahun.

(2) Hibah langsung berupa barang
Satker membuat jurnal pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang XXX

belum Diregister

Hibah Langsung yang belum Disahkan XXX

Selanjutnya Satker merekam aset tersebut ke dalam Aplikasi
Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca
sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pada Aplikasi
Persediaan dan/atau SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset

tersebut tertanggal tahun yang lalu dilakukan melalui menu Hibah

(/L
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Masuk. Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi Persediaan dan/atau

SIMAK-BMN:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya XXX
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang XXX
belum Diregister

Apabila Satker sudah pernah mencatat aset yang diterima dari hibah

barang dengan BAST

tertanggal tahun anggaran yang lalu

menggunakan menu Saldo Awal sebelum terbitnya surat ini, tidak

perlu melakukan koreksi perekaman.

B. Koreksi
1. Koreksi Beban Aset

Koreksi aset menjadi beban atau sebaliknya, beban menjadi aset, dapat

dilakukan apabila terjadi kesalahan pembebanan akun belanja yang tidak

dapat lagi dilakukan ralat SPM/SP2D. Ketidaksesuaian akun belanja yang

dapat menyebabkan timbulnya persediaan/aset yang belum diregister di dalam

neraca atau timbulnya beban di dalam LO yang tidak tereliminasi secara

otomatis. Terhadap ketidaksesuaian tersebut seharusnya dilakukan revisi

anggaran/ralat dokumen realisasi. Apabila sampai akhir periode pelaporan

tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka perlu

dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum

diregister dari neraca dan akun beban dari LO Koreksi dilakukan untuk

beberapa ketidaksesuaian penggunaan akun sebagai berikut.

a. Akun belanja barang persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan

barang persediaan, tetapi untuk beban yang lain

Satker ABC terlanjur merevisi seluruh akun 521111 ke akun 521811

termasuk di dalamnya anggaran untuk membayar honor petugas

keamanan (satpam) dan karena pertimbangan manajemen tidak dilakukan

revisi (perbaikan) lagi, sehingga satker ABC membayar honor petugas

keamanan menggunakan akun 521811.

Apabila tidak dilakukan koreksi, maka pada neraca akan muncul akun

aset tetap yang belum diregister,

penyesuaian sebagai berikut:

sehingga perlu dilakukan jurnal
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Tgl Jurnsl Akmsl Dr Cr
Des 31 | Beban barang dan jasa X
Persediaan yang belum diregister X

b. Akun belanja modal yang digunakan untuk menghasilkan aset

ekstrakomptabel
Satker ABC melakukan pembelian kursi sebanyak yang memiliki nilai di

bawah nilai kapitalisasi. Seharusnya pembelian tersebut dibebankan pada
akun 521111, tetapi oleh satker ABC dibebankan pada akun 532111.

Dikarenakan  pertimbangan manajemen, tidak dilakukan revisi

anggaran/ralat SPM/SP2D.

Apabila tidak dilakukan koreksi, maka pada neraca akan muncul aset tetap

yang belum diregister, sehingga perlu dilakukan jurnal penyesuaian

sebagai berikut:

Tgel Jurnal Akrual Dr Cr
Des 31 | Beban aset ekstrakomptabel .4
Aset tetap yang belum diregister X

c. Akun belanja modal yang digunakan bukan untuk perolehan atau

pengembangan aset tetap/aset lainnya

Pada satuan kerja ABC terjadi kesalahan penerbitan SPM/SP2D dimana
pengeluaran untuk pengecatan gedung yang seharusnya dibebankan pada
akun belanja barang pemeliharaan (523XXX), dibebankan pada akun
belanja modal (53XXXX), dan tidak dapat lagi dilakukan ralat SPM/SP2D.

Karena tidak dapat dilakukan ralat, maka pada neraca akan muncul akun
aset tetap yang belum diregister. Untuk memperbaikinya, maka dilakukan

jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr
Des 31 | Beban pemeliharaan X
Aset tetap yvang belum diregister p.4

d. Akun belanja yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan/aset
tetap/aset lainnya tetapi digunakan untuk perolehan/ pengembangan

persediaan/aset tetap/aset lainnya
Satker ABC melakukan pengadaan persediaan /aset tetap/aset lainnya

dengan belanja 521111. Seharusnya pengadaan tersebut dibebankan pada
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akun 5218XX atau 52XXXX. Dikarenakan pertimbangan manajemen tidak
dapat dilakukan revisi anggaran/ralat SPM/SP2D.
Apabila tidak dilakukan koreksi, maka pada neraca akan muncul

persediaan/aset tetap/aset lainnya yang belum diregister dan pada LO

akan muncul beban keperluan perkantoran, sehingga perlu dilakukan

jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Tgl Jurnsd Akrusai Dr Cr

Persediaanjaset tetap/aset lainnya yang
Des 31 } } X
belum diregister

Beban keperluan perkantoran >

2. Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya merupakan koreksi yang dilakukan untuk menyesuaikan
saldo akun-akun non BMN seperti kas, piutang, utang, dan lain-lain pada
neraca periode pelaporan sebelumnya. Koreksi tersebut dilakukan dengan

jurnal sebagai berikut:

Tgl Jurnal Akrual Dr Cr

Azet non BMN f Kewsjiban X

Koreksi Lainnya X

3. Koreksi Antar Beban

Koreksi antar beban adalah koreksi beban yang terlanjur dicatat pada
akun yang salah menjadi akun beban yang seharusnya. Kesalahan
pembebanan/penggunaan akun dapat terjadi dalam pengeluaran anggaran
sehingga menimbulkan beban yang tidak seharusnya pada LO, yang perlu
dilakukan koreksi. Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan
akuntansi akhir tahun, dalam hal menurut pertimbangan manajemen tidak
dapat dilakukan revisi DIPA dan ralat SPM/SP2D, dapat dilakukan koreksi

melalui jurnal koreksi antar beban.

Contoh:

Satuan kerja ABC mencatat pembayaran tagihan listrik dengan akun
pemeliharaan gedung (523XXX) yang seharusnya menggunakan akun belanja
langganan daya dan jasa (522XXX). Berdasarkan pertimbangan manajemen,
atas kesalahan akun tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran tidak
dilakukan ralat SPM/SP2D. Maka pada tanggal pelaporan perlu dilakukan

koreksi sebagai berikut:
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Tgl Jurnal Akrual D Cr
De= 31 | Beban langganan days das: jasa xX
Beban pemelilraraan xX
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BAB VI
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

A. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis akrual dilakukan mulai
tahun2015. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Penyusunan

Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

Laporan Keuangan unit akuntansi tingkat satuan kerja berbasis akrual
disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual (SAIBA), sedangkan Laporan Keuangan unit akuntansi di
atasnya disusun dengan menggunakan aplikasi e-Rekon&LK. Setiap entitas
akuntansi wajib menyusun laporan keuangan secara periodik. Komponen
laporan keuangan yang disusun meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode
akuntansi, Aplikasi SAIBA melakukan penutupan terhadap akun-akun
nominal secara otomatis. Akun-akun nominal antara lain meliputi pendapatan-

LRA, pendapatan-LO, belanja, dan beban.

Laporan keuangan disusun dan disampaikan sesuai periode pelaporan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.
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B. Contoh Format Laporan Keuangan

Contoh format Laporan Keuangan yang disusun oleh

Kementerian/Lembaga atau satuan kerja adalah sebagai berikut.

1. Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran

KEMENTERIAN XXX
SATUAN KERJA ABC
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

= e [ i [
201 Z03C1
PENDAPATAN
PENDAPATAN PERPATAKAN
Pandapatan Pajak Panghacian XXX xxx xx =X
XXX xxx zx
Earang Memah,
Fandapatan Baa Maruk xxx XXX xx R
Jumish Pandapatan FParpajakan XXX XX xx ==
FENDAFATAN NEGARA BUKAN PATAK = xx=x
Fandapatan Sumbar Daya Alam XXX XX xx R
Pandapatan Nagara Eukan Pajak Laimnmm x=x XXX xx —
Jumlah Pandapstan Negara Eukan Pajak xxx xxx xx b
JUMLAH FENDAPATAN xxx xxx xx ==
BELANJIA
EELANJA OFERAST
Edlanja Eantusn Sacial xxox xxx x= ==
Jumish Edlanjs Oparazi = xxx xx ==
EELANJA MODAL
Exlanja Tanah T XX xx b
Edlanis Jalan, Trigac, dan Jaringan X xxx = i
Edlamja Azat Tetap Latmmya f >~ 4 XX xx oex
Exlanja Axat Laimma XXX XXX xx =%
Jumlah Ealanjs Madal E= xxx xx S
JUALAH BELANJIA XX XX x= e
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2. Contoh Format Neraca

KEMENTERIAN XXX
SATUAN KERJA ABC
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

20X1 2020
ASET
A=et L anpar
Kas di Bendahara FPengeluaran X oo
Kas di Bendehara Penerimasn Preted Pl e
Kas Lamnye dan Setara Kas XK. blats'd
Belarnga Dibayar dimuka 3K plo’a™s
Pendapatan yang masih harus diterxmea 300K plo'a’d
Pmitang Bulksasn Pajalk oo xXxX
Pengisihan Phateng [pratadd [zo=x}
Persediaan x>0z poo'd
Jumileh Aset Lancar XXA. o
Heet Tetap
Tanah piare’d piale’d
Peralatan dan NMesm oo biate'd
Gedung dan Bangninean prevd >ooL
Aset Tetap Lainnya po’e’d oo
Alumulesi Penyusutan faexs} [platezd
Jumlsh Aset Tetap X plates
Aset Latnysa
Acet Tak Berwujud X oo
Aset Lem-lam XX X
Alnumulas: Penjusutan) Amcetisast Aset Lainnya (oo [rox)
Jumlah Aset Lamnysa 000 prote e
JUMLAH ASET 2o ptota’d
KEWAJIBAN
Kewsgjitban Janglka Pendsl
Utang lepads Pihek Ketiga o0 oo,
Uang Mulca deri KPP oz o
Jumleh Kewspban Jeangka Pendelc e Told blsle'd
JUMLAH KEWAJIBAN YT piate’s
EXKUITAS
Eloartas oo oot
JUMELAH KEWAJIBAN DAN EXUITAS DANA oo »oor
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Contoh Format Laporan Operasional

KEMENTERIAN XXX
SATUAN KERJA ABC
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

UBREAIAN 20K1 | 200 | KEHAIKAN, | %
FENUFRUNAN
FEGIATAN OPERASIONAL b a2 bla:n’d oo v 4
PENDAPATAN OFERASIONAL ooX SOo0X oo ble'd
PENDAPATAN PEFPAJAKAN o o4 boerd 208 =X
Pendapatan Pgiak Penghasian X o0 X bis'd
Pendapsatan Pajak Pertambshan Nilsi dan o0 o0 e =%
Penjualan Barang
Pendapstan Pajalc Lemnya be o'l X0 o0 XX
Pendapatan Bea Masuk o'z 4 ples’d o0 o
Pendapaten Bea Keluar o blee'd plotes X
Jumlah Pendepatan Perpsjslcan oo Proiald oo p'e'd
PENDAPATAN NEGARA BUEKAN PAJAK o0 oo ook X
Pendapsatan Sumber Days Alam oL X0t plu e o
Pendapaten Megara Bulkan Pgjak Lamnys bon s soX oo b d
Jumlah Pendapatan Negara Bulkan Pgjak oo oEX. plae’d be'd
JUMLAE PENDAPATAN oo pla a4 300 X
BEBAN QPERASIONAL b o pe v d pa/e’d ped
Beban Pegawax e bla:/d o v
Beban Persediaan X psled blas’d e
Beban Barang dan Jesa 300 pload paed X
Beban Perjalsnan Dmas et d peted /el 3o
Beban Barang Untulk Disershlcen Kepads | oo ooz oo o
Macyaralcat
Beban Bungs 30z o001 pieiad 30
Beban subsid:z b d 300 o b
Beban Hibah ;X oe'd oo X
Bebean Bantuan Sosisl bia'a'd p'on'd oot pin's
Beban Penyusuten dan Amorfisasi o oo pineld bre'd
Beban Penyisithan Pmtang Tak Tertagih o ed Xo0L IXX 3oL
Beban Lam-lam psed 300X o b5
JUMLAH BEEBAN 300z bleo’d oo o
SUEREPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN b'a's-d ple'sd plo a4 =%
QOPERASIONAL
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URAIAN 201 | 2030 | KENAIKAN/ | %%
PENURUNAIW
KEGIATAN NONW OPERASIONAL 3o oo o0z sor.
Surpha s/ Defisit Pelaporan Aset Non ancar 00 X% piate’d o
Pendapatan Pslepasan Aset Non Lencar oo XXX pla’e’d XX
Beban Pelepasan Aset Non Lancex oo pratatd Flote's b4
Burphus ) Defisit Darxri Penyelesaian Kewapban el 'd 300X Soor X
Jengka Paxyang
Pendapatan Penyelesaian Kewsjiban e e pie’s s oo ple'd
Beban Penyelesazan Kewgpban Janglka oo 3o p's’s'd 3o
Panjang
Surplus/Tefisit dari Kegiatan Nen o0 bie o' oML e d
Operasional Lemngsa
Pendapeatan dar: Kegistan Non Operasionial oo bete s pratetd xx
Lamnysa
Beban dasx: Xegiatan Non Operasional MO0 Prote'd so0% P
Lainnys
JUNMEPAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN o0t DN % X
NON OPERASHONAL
SURPLUSYDEFISIT SEBELUM POS LUAR ST = 200 30
BIASA
POS LUAR BIASA poies plele’d 3oz >
Beban lnar Brass bo'e 4 X0 a3 X%
POS LUAR BIASA oo prate's 300z X
SURPLUS/DEFISIT-LO S0 o 0% xx
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4. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

KEMENTERIAN XXX
SATUAN KERJA ABC

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

20X1 | 20X0 | KEXAIKANS | %
PENURUNAN
EXUITAS AWAL ot Paterd ia'ad x
SURPLUS/DEFISIT-LE 300 s 2007 p o
SOREXKSL YANG MENAMBAX ;' MENGURANGL] oo M o p S
EXIVITAS VARG ANTARA LAIN BTRABAL DAFRIL
DAMPAX KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AXUNTANSI/KESALAEAN MEND: R
AOREXEI NILAL PERPSEDIAAY eleve’d 2o s s
SELISIH REVALUASI ASET TETAR sme eteld oot b4
ROREXEL TWILALI ASET TETAR NON| oo ooz o e
REVALUASI
XOPEXKSE LAIN-LAIY S aterd Yo oA
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS plotald oo o '
EXUITAS AKEIR o oo Ptetd P

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

7
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